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Assalamu’alaikum wa Rohmatullahi wa Barokatuh.  
Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat, ridho, rohmat, taufik, 
hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
serangkaian penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul, “Peranan 
Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di 
Kabupaten Gowa” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
dan mengambarkan Proses Sosialisasi Peraturan Daerah Yang Berjalan 
Di Kabupaten Gowa Beserta Dampaknya Terhadap Tingkat Pengetahuan 
Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah. Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Selama penyusunan skripsi ini, 
penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan 
dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, semangat 
yang gigih, dan upaya yang konsisten oleh penulis, juga tentunya 
dukungan dalam berbagai bentuk dari seluruh pihak yang terkait. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku 
ayahanda H. Haedar Machmud, SE. MM dan ibunda  Hj. Saharia Tahir 
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yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya serta memberi banyak 
nasehat dan dukungan selama penulis menjalankan studi hingga saat ini. 
Karya kecil ananda persembahkan sebagai tanda bakti dan kasih sayang 
ananda kepada kalian.  
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa 
dari semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani masa 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk dapat mengeyam pendidikan tinggi pada 
program Strata-1 (S-1) Universitas Hasanuddin; 
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta seluruh 
stafnya;  
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu 
Politik dan Ilmu Pemerintahan, beserta seluruh stafnya; 
4. Dr. Hj. Nurlina, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, beserta seluruh stafnya; 
5. Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku Pembimbing I  penulis 
yang telah banyak meluangan waktunya untuk membimbing 
penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap 
penyusunan skripsi ini sekaligus sebagai pembimbing akademik ( 
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PA ) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas 
Hasanuddin. 
6. Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II 
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat  
membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian, 
hingga  pada  proses penyusunan skripsi ini selesai; 
7. Para tim penguji skripsi, Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si; Dr. A. M. 
Rusli, M.Si dan A. Murfhi, S.IP M.Si yang telah memberikan kiritik 
maupun  saran yang sangat membagun bagi penulis sebagai 
upaya dalam penyempurnaan skripsi ini; 
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus 
para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak 
Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA., Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., 
Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si.., Bapak Dr. 
Mulyadi, M.Si., Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Bapak 
Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.,  
terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama 
perkuliahan. 
9. Kepada Kakak Hariyanto, S.IP, M.A., Kakak Ashar Prawitno, S.IP, 
M.Si., Kakak Erwin Musdah, S.IP, M.Ip., selaku Dosen luar biasa     
( LB ) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada penulis. 
10. Tim Supervaisor KKN Gel 93 tahun 2016 Bapak A. Lukman Irwan, 
S.IP., M.Si.,dan Bapak Dr. Mukti Radja, MT yang setia 
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I N T I S A R I  
 
Muh. Aksan Mubarak, Nomor Induk Mahasiswa E12113007, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Peranan Pemerintah Daerah 
Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Gowa, dibawah 
bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing 
I dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan  metode 
yang di gunakan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh 
pemerintah kabupaten Gowa serta dampaknya terhadap tingkat 
pengetahuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan 
metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta 
dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Sosialisasi peraturan daerah di 
kabupaten Gowa dilaksanakan oleh bagian hukum dan hak asasi manusia 
kabupaten gowa serta bagian hukum dan perundang-undangan DPRD 
Kabupaten Gowa Melalui Sosialisasi langsung di setiap kantor kecamatan 
yang di hadiri oleh Lurah atau kepala desa beserta tokoh-tokoh 
masyarakat pada kecamatan tersebut. Kemudian setiap elemen yang 
hadir dalam sosialisasi di himbau agar menyampaikan poin-poin penting 
dari peraturan daerah yang telah di sosialisasikan kepada masyarakat 
yang tidak hadir di forum tersebut. . Kedua, tingkat pengetahuan 
masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku masih  rendah hal ini 
disebabkan karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak dapat 
menyentuh seluruh elemen masyarakat karena metode yang di gunakan 
hanya sosialisasi secara langsung. Selain itu faktor kesadaran masyarakat 
akan pentingnya pemahaman terhadap peraturan daerah yang rendah 
juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya sosialisasi 
peraturan daerah yang di laksanakan oleh pemerintah kabupaten Gowa. 
 
Kata Kunci : Peranan Pemerintah daerah, Sosialisasi peraturan daerah, 







Muh. Aksan Mubarak NIM E12113007  Goverment Science, 
Department Of Politc and Goverment, Facuulty of Social And Politic, 
University of Hasanuddin. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN 
Socialization Of Regulation In Gowa Regency under the guidance of  
Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si And Dr.H. Suhardiman Syamsu, 
S.Sos, M.Si 
This Research Purpose is to Known and  Describe the method that used 
in Socilazitation of Regulation that been used by Gowa Regency As well 
as  its impact on Public Knowledge. To reach that target this research 
used Qualitative by parsing the data descriptively. Technique of data 
collecting done by observation, interview As well as documents and 
archives using qualitative descriptive analysis techniques. 
The results showed: First, the socialization of local regulations in Gowa 
regency Implemented by the legal and human rights section of gowa 
district as well as the legal and regulatory sections Parliament of Gowa 
regency Through Direct Socialization in every office Districts attended by 
the Village Head or village chief Along with community leaders in the sub-
district Then every element is present in the socialization In order to 
convey the important points of local regulations Which has been socialized 
to the people who are not present in the forum. Second, the level of public 
knowledge of the prevailing local regulations is still low This is due to the 
socialization process Which is done can not touch all elements of society 
because of the method Which is in use only socialization directly In 
addition, the public awareness of the importance of understanding Low 
local regulations also become one of the non-maximal causes 




Keywords: Role of local government, socialization of local regulations, 





1.1. Latar Belakang Penelitian 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), 
bukan negara kekuasaan (machstaat) sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi 
dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum 
(rechtsidee) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa 
Indonesia.  Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber 
kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang 
mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi 
kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi 
kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.1 
Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,menyatakan 
bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang 
mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena 
mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan 
kebijakan.Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban 
untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 
berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional 
Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan 
                                                             
1C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 




dari beberapa elemen–elemen hukum yang saling berkesinambungan 
untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar 
adalah Negara, sehingga peraturan yang mengatur itu pun berbeda-beda 
dari setiap lingkupnya. 
Pemerintah sebagai regulator memiliki legitimasi untuk 
mengeluarkan kebijakan yang mengikat setiap unsur dalam negara antara 
lain lembaga-lembaga pemerintahan, kelompok kepentingan hingga 
masyarakat pada umumnya. Untuk mengatur masyarakat dan 
menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah 
mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut sebagai  
peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan 
pemerintah harus didasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang 
Dasar daripada negara Indonesia.  
Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah 
satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat 
terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan 
standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat 
peraturan perundang undangan. Dengan kata lain bahwa pembentukan 
Undang-Undang akan mendukung proses pembangunan hukum nasional 
dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi oleh adanya suatu 
kajian yang memadai dan komprehensif melalui prosedur yang tertata 
dalam tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu teknik penyusunan 
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peraturan perundang-undangan yang  ditetapkan oleh lembaga yang 
berwenang membentuk Undang-undang. 
Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :  
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  
d) Peraturan Pemerintah;  
e) Peraturan Presiden;  
f) Peraturan Daerah Provinsi;dan 
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, 
pemerintah pusat memberikan kuasa kepada daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas , sistem, 
tujuan, dan landasan hukum.2  Sebagai daerah otonom, pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk 
membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna 
menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah , setelah mendapat 
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). 
Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan 
                                                             
2 Monterio, Josef  Mario, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta,2016. Hal. 1 
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perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan 
memperhatikan cirri khas daerah masing-masing, dan substansi materi 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 
perundangan yang lebih tinggi.3 
 Dalam proses pembentukan peraturan daerah  yang dilaksanakan 
oleh DPRD bersama Kepala Daerah harus memperhatikan salah satu 
aspek yaitu aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan peraturan 
daerah  diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu 
akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses 
perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan 
atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.4  
Proses yang Transparansi diharapkan mampu meniadakan batas 
antara pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dalam proses 
pengambilan keputusan yang di lakukan oleh pemerintah daerah mampu 
menyediakan ruang atau kesemoatan bagi masyarakat atau pihak terkait 
untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah 
secara langsung.  Aspek keterbukaan dalam proses penyusunan 
Peraturan Daerah secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi 
dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi 
yang dimaksudkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam 
                                                             
3 Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hal. 
37 
4 Monterio, Josef  Mario, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta,2016. Hal. 67 
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pengambilan keputusan pemerintah dan tersedianya gagasan baru dalam 
memperluas pemahaman akan suatu isu. Partisipasi mengurangi 
kemungkinan akan adanya konflik dalam menerapkan suatu keputusan 
dan mendukung penerapan suatu akuntabilitas , serta mendorong publik 
untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. 
Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik 
dalam skala nasional maupun regional pada dasarnya  menggunakan 
asas fiksi hukum. Fiksi hukum yang dimaksud adalah siapapun tanpa 
kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang 
tidak tahu hukum (ignorante legs est lata culpa).5 Diundangkannya sebuah 
peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang 
mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata 
lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari 
tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau 
peraturannya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dapat 
disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan oleh  
akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum yang dimiliki 
oleh pemerintah yang dinilai sangat minim sehingga mempersulit 
masyarakat untuk dapat menghindari asas fiksi hukum terhadap dirinya. 
Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat 
terjerat oleh asas fiksi hukum tersebut maka terdapat suatu asas yang 
dapat menaggulanginya yakni asas publisitas , dengan asas publisitas 
                                                             
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-
sekadar-fiksi, (dikutip pada 23 november 2016) 
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yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam 
memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materiel 
menunjukan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan 
perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada 
masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai 
prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum 
yang berlaku dalam suatu wilayah.  
Asas publisitas ini kemudian diperkuat dengan terkandungnya  
dalam aturan UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yakni 
dalam pasal Pasal 253  : 
(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak 
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, 
dan pembahasan rancangan Perda.  
(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani 
pembentukan Perda.  
(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD 
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.  
(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 
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 (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan. 
Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 254 : 
 (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan 
dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam 
berita daerah.  
(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang 
telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.  
(3). Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, 
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus 
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian 
serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah 
atau oleh pejabat yang ditunjuk. 
 Melalui penyebarluasan peraturan daerah yang telah disahkan 
kepada publik di harapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan 
regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, 
sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi 
hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum  tanpa adanya 
kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. 
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Terlebih dengan masyarakat di daerah yang lebih sulit untuk mengakses 
informasi di bandingkan dengan masyarakat di wilayah kota-kota besar di 
Indonesia ataupun kota metropolitan, sehingga penyebarluasan melalui 
metode selain media elektronik harus di maksimalkan oleh pemerintah 
Daerah selaku pihak regulator. 
 Dalam peraturan Perundang-undangan maupun peraturan menteri 
terkait penyebarluasan peraturan daerah belum memuat aturan yang lebih 
mendetail tentang metode sosialisasi peraturan daerah yang efektif serta 
feedback atau umpan balik dari proses sosialisasi tersebut, sehingga 
dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap penyabarluasan peraturan daerah di tingkat provinsi dan 
kabupaten khususnya. Maka dari itu pemerintah di daerah  otomatis harus 
berinisiatif mencari metode tersendiri dalam mensosialisasikan peraturan 
daerahnya dengan tingkat efektifitas yang berbeda-beda pula dalam 
proses pelaksanaannya. 
 Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom di wilayah 
Indonesia, juga memiliki hak untuk membuat produk hukumnya sendiri 
sebagaimana di atur oleh undang-undang. Dengan adanya hak kabupaten 
Gowa untuk membuat produk hukumnya , maka lahir pula kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten gowa. Kewajiban tersebut 
adalah untuk mensosialisasikan produk hukum tersebut kepada 
masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya proses sosialisasi ini masih 
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kurang efektif menyentuh seluruh elemen masyarakat ataupun pihak 
terkait. 
 Abd. Muis Yakub. S.E. M.M selaku staff kantor kecamatan 
Pallangga menyatakan bahwa ; 
“Proses sosialisasi peraturan daerah di kabupaten Gowa 
selama ini telah berjalan dengan cara melakukan sosialisasi setiap 
produk hukum di tingkat kecamatan, meskipun begitu sosialisasi 
tersebut masih butuh tindak lanjut agar menyeluruh kepada 
masyarakat”  
 
Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Burhanuddin .SE selaku 
Kepala Kelurahan Pandang-pandang dimana penulis saat ini berdomisili, 
beliau menyatakan bahwa ; 
„sosialisasi peraturan daerah sudah berjalan akan tetapi 
dirasakan belum menyeluruh kepada seluruh masyarakat, hal ini 
dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang melanggar 
peraturan daerah tersebut‟ 
 
 Fakta lain yang juga di dapatkan oleh penulis adalah melalui 
website resmi pemerintah kabuaten Gowa. Dalam website tersebut 
sebenarnya terdapat ruang yang menyediakan informasi seputar produk 
hukum yang telah di hasilkan oleh pemerintah kabupaten gowa. Akan 
tetapi ruang tersebut tidak lagi di perbaharui sejak tahun 2013 , ini dapat 
dilihat dari produk hukum terakhir yang termuat  pada website tersebut. 
Padahal di era modern ini penyebarluasan informasi sudah sangat maju 
dengan adanya internet, dimana masyarakat akan sangat mudah 
mengetahui informasi yang ada di dunia maya. Hal ini seharusnya dapat 
dilihat oleh pemerintah di kabupaten gowa sebagai salah satu media yang 
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efektif untuk menyabarluaskan informasi termasuk penyebarluasan 
peraturan daerah itu sendiri kepada masyarakat.  
 Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “ 
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di 
kabupaten Gowa” untuk mengetahui bagaimana proses Sosialisasi 
Peraturan Daerah Di wilayah Kabupaten Gowa sebagai salah satu wilayah 
otonom di Indonesia Berdasarkan Aturan Perundang-undangan yang 
mengatur tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah antara lain UU No. 9 
tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2011 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan 
daerah yang dimaksud disini adalah peraturan daerah yang dibuat atau di 
sahkan dalam rentang waktu  tahun 2015 sampai tahun 2016. 
 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah dikemukakan 
pada latar belakang yang berisi tentang pengalaman langsung  serta hasil 
penelusuran awal penulis terkait peran pemerintah daerah dalam  
sosialisasi peraturan daerah yang ada di kabupaten Gowa, maka 
dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
1) Bagaimana Metode Sosialisasi peraturan daerah di wilayah 
kabupaten Gowa ? 
2) Bagaimana Dampak Sosialisasi peraturan daerah terhadap 
Pengetahuan Masyarakat di wilayah Kabupaten Gowa ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas , 
maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1) Untuk dapat menggambarkan metode Sosialisasi peraturan Daerah 
di wilayah Kabupaten Gowa  
2) Untuk dapat  menggambarkan dampak Sosialisasi peraturan 
daerah terhadap Pengetahuan Masyarakat  di wilayah Kabupaten 
Gowa   
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1) Manfaat Teoritis 
Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama 
menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin 
Makassar, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis terhadap Metode Sosialisasi Peraturan Daerah Di 
Kabupaten Gowa. 
2) Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan 
dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 
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pembuatan peraturan daerah, khususnya dalam tahap 
penyerbaluasan peraturan daerah kepada masyarakat.  
3) Manfaat metodologis 
  Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk 
menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa 
yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya 


















Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah 
penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian 
penelitian. Sebagai titik tolak atau ladasan berpikir dalam menyoloti atau 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membatu untuk itu perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-
pokok pemikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah yang 
disoroti.  
Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 
konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena 
sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara 
konsep. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai konsep dan teori 
tentang hubungan kerja, dan faktor-faktor yang memepengaruhi 
hubungan kerja sama. 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Peranan 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas kaitannya 
dengan lingkungan dimana ia bersosialisasi. Melalui proses sosialisasi di 
lingkungannya secara tidak langsung menyebabkan  manusia memiliki 
perannya masing-masing. Dalam melaksanakan perannya, setiap 
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manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan 
pengertian peran sebagai berikut 
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 
Sedangkan menurut Poerwodarminta bahwa; 
  “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat 
Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan 
perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau 
seseorang yang berkedudukan di masyarakat. 6 
 
Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut 
komarudin (1994) yakni sebagai berikut :  
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
                                                             
6 Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal 571 
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d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 
karakteristikyang ada padanya 
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat7 
 
 Menurut Soerjono Soekanto terkait definisi dari peranan bahwa ;  
“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan 
seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan 
atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu 
diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. 
Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, 
kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.8 
Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu 
yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai 
dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono 
Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia 
menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran 
adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 
dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. 
Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek 
peranan sebagai berikut : 
1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi 
seseorang dalam masyarakat. 
                                                             
7 Komarudin.1994. Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi  Aksara. Hal 214 





2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 
Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut 
komarudin (1994) yakni sebagai berikut :  
f. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
g. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
h. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
i. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 
karakteristikyang ada padanya 
j. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran 
merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun 
sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah 
peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat 
dikatakan bahwa peranan adalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan 
pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika 
peranan dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan 
sosialisasi peraturan daerah adalah posisi terkait pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah 
lakukan dalam menunjang penyebaran informasi terkait peraturan daerah. 
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2.1.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
. Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan 
masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala 
aspek kehidupan berdasarkan norma -norma tertentu. Menurut W.S. 
Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai 
organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan 
kekuasaannya9. Menurut Sarundanjang (1999: 228-237) local government 
di masa depan paling tidak memiliki ciri - ciri sebagai berikut10: 
1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha Suatu 
pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen 
sumberdaya : pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya 
masyarakat. 
2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik 
Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban 
pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam 
memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk 
kinerjanya dalam pelayanan publik. 
3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik 
secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna 
bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan 
hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara 
transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
4. Transparansi dalam Pemerintahan daerah Transparansi bukan 
berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada 
                                                             
9
 Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.Hal 10 
10
 Kansil, C.S.T, 1991. Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Jakarta.Hal 288-237 
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masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah 
daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. 
 
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya 
menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai berikut: 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
adalah to execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati 
atau diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga 
dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan 
yang sudah diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun 
karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau 
kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau 
kewenangan legislative, maka dalam sebuah pemerintahan yang 
modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam 
mengagendakan dan merumuskan kebijakan.”11 
 
Pemerintah di Indonesia, dibagi berdasarkan tingkatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 
desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan 
pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
                                                             
11
 Syaukani Dkk.Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 
2009. Hal. 233.  
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2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasannya di Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  
Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan sebagai berikut. 
1) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur daerahnya sendiri. 
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 




3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 
mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.”12 
 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
2.1.2.1. Tugas pokok dan Kewenanagan  Pemerintahan Daerah 
  Amanat dalam pasal 18 UUD NKRI 1945 terkait Pembentukan 
pemerintahan daerah, telah melahirkan berbagai  produk undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
pemerintahan daerah, antara lain undang-undang  Nomor 1 Tahun 1945, 
UU Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, UU 
Nomor 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, dan terakhir UU No. 32 
Tahun 2004. 
Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu 
orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah 
pemerintah daerah DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala 
pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut 
gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 
walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, 
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yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk 
kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota seperti wakil walikota. 
Dasar pemikiran dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga 
sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan 
secara wajar, dengan demikian pemerintah berkewajiban memberi 
pelayanan terbaik  bagi masyarakat. Hakikat pemberian pelayanan 
kepada masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang 
kondusif sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk 
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 
kemajuan bersama. 
Adapun hal-hal menjadi tugas pokok pemerintah, adalah: 
1. Keamanan, menjaga serangan dair dalam dan luar 
2. Ketertiban, mencegah konflik antar suku, tawuran, menjamin 
perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai; 
3. Keadilan, menjaga dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga 
negara, bersifat netral dan tidak berpihak pada golongan manapun; 
4. Kesejahteraan sosial, memberi bantuan kepada orang-orang yang 
tidak mampu, cacat, anak-anak, terlantar, sehingga dapat 
menikmati kesejahteraan sesuai dengan kemampuan yang  
dimilikinya dan professional 
5. Ekonomi, melakukan hubungan dagang dengan negara luar negeri 
menciptakan lapangan kerja, mengendalikan inflasi serta menjamin 
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara 
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6. Pekerjaan umum, mendirikan posyandu, membangun jembatan 
dan jalan sebagai sarana transportasi darat13; 
  Memelihara sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, 
memelihara air, tanah, hutan, memanfaatkan sumber daya alam dengan 
mengedepankan keseimbangan antara pemakaian dengan 
pengembangan. 
Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian 
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid sebagai berikut :  
1. “Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan 
dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah 
melalui cara-cara kekerasan. 
2. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat 
berlangsung secara damai. 
3. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. 
4. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga 
non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
5. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara 
orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta 
                                                             
13
  Haris Syamsuddin. 2005. Hal 127 
23 
 
menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif 
dan semacamnya. 
6. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara 
langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 
masyarakat.  
7. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.14 
 
Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk 
mencapai cita- cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub 
dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 
ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja  pemerintahan 
daerah diberi kewenangan untuk menjalakan seluruh urusan 
pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang 
tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik 
luar negeri, pertahanan, kemanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal 
serta urusan agama.  
Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah 
pusat. Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu 
terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-
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Ryaas Rasyid. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. 
Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya. 2000. Hal. 13. 
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah  telah 
mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam urusan wajib 
dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan 
daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki  oleh  
pemerintahan daerah  kabupaten/kota. Hal  ini  dikarenakan ruang lingkup 
urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan 
dengan pemerintahan daerah  kabupaten/kota. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, 
kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. 
Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah 
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
peraturan perundang-undangan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus 
pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah 
pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
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umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan 
pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan 
tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 
Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
2. perencanaan pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang; 
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial; 
7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintaskabupaten/kota; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
12.  pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13.  pelayanan administrasi umum pemerintahan 
14.  pelayanan administrasi  penanaman  modal termasuk lintas 
kabupaten/kota; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  yang belum dapat 
dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan 
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.15 
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Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan,pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
4. Penyediaan sarana  dan  prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan pendidikan; 
7. Penanggulangan masalah sosial; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertanahan; 
12. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. Pelayanan kependudukan,dan catatan sipil;   
15. Penyelenggaraan pelayanan   dasar lainnya; dan 




Menurut UU N0 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.  Hal ini 
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sesuai dengan perinsip desentralisasi yang mensyaratkan pembagian 
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
2.1.3. Sosialisasi 
Sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses yang membuat 
setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengahtengah 
masyarakat. Seorang anak dikatakan telah melakukan sosialisasi dengan 
baik, apabila ia bukan hanya menampilkan kebutuhannya sendiri saja, 
tetapi juga memerhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain. 
Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses 
belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-
nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai 
dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya 
 
2.1.3.1. Sosialisasi Politik 
   Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff ;  
“Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagimana 
memperkenalkan Sistem politik pada seseorang , dan bagaimana 
orang tersebut menetukan tanggapan terhadap gejala-gejala 
politik.17  
 
Sosialisasi politik di tentukan oleh lingkungan social, ekonomi dan 
kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga di tentukan oleh 
interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu 
                                                             





terdapat 3 konsep kunci sosialisasi politik. Pertama, sosilaisasi politik 
berkaitan erat dengan partisipasi, pengrekrutan, dan komunikasi. Kedua, 
sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku 
social dan perilaku politik. 
 
2.1.3.2 Komunikasi Politik 
Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang berhubungan 
dengan politik dengan menyajikan konsekuensi actual dan potensial yang 
mengatur manusia di bawah kondisi konflik18 ( Dan Nimmo dalam Fajar 
junaedi,). Dengan menggunakan frasa konsekuensi potensial berarti 
komunikasi politik sebenarnya tidak hanya terbatas aktivitas komunikasi 
yang berada secara nyata dalam ranah politik. Kegiatan komunikasi di 
ranah lain, seperti social ,ekonomi, dan budaya bisa disebut sebagai 
komunikasi politik juga takkala aktivita tersebut membawa implikasi 
terhadap kehidupan politik 
Tiga elemen utama komunikasi politik, secara garis besar dalam 
komunikasi politik, yaitu organisasi politik, media massa dan warga 
Negara. 
1. Organisasi Politik 
Organisasi politik biasa disebut sebagai aktor politik. Aktor politik 
sendiri di definisikan sebagai individu-individu yang menyalurkan 
aspirasinya melalui perangkat organisasi dan lembaga, untuk 
                                                             




mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu ini bisa jadi terlibat 
dalam proses ini dengan berusaha mendapatkan kekuasaan dalam 
lembaga politik resmi, seperti melalui pemerintahan maupun lembaga 
legislative dimana melalui lembaga ini kebijakan diterapkan. 
2. Media Massa 
Media massa adalah elemen penting dalam proses komunikasi 
politik, karena tanpa media massa pesan politik tidak mampu menjangkau 
khalayak luas dalam waktu yang cepat dan sekaligus massif. Melalui 
media massa, actor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik yang 
ditansmisikan oleh media massa pada khalayak luas. Media massa dalam 
komunikasi politik bahkan bukan hanya berperan sebagai penyampai dari 
pesan-pesan politik yang dilakukan oleh actor politik pada khalayak, 
namun media massa juga berperan sebagai actor politik dalam proses 
politiknya sebagaimana actor politik lainnya. 
3. Warga Negara 
Warga Negara dalam konteks komunikasi politik tentu adalah 
khlayak yang menjadi target sasaran dan tujuan dari berbagai kegiatan 
politik, akrena bagaimanapun cara dan apapun bentuknya, aktivitas 
komunikasi politk diorientasikan untuk mempengaruhi khalayak. Tanpa 
ada khalayak semua proses komunikasi akan mubazir.  Dalam proses 
komunikasi politik tentu diperlukan sebuah pemahaman tentang perilaku 




2.1.4 Sosialisasi Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah ( Perda ) adalah peraturan perundang-undangan 
yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala 
Daerah. Peraturan Daerah terdiri atas: 
 Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. 
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 
persetujuan bersama Gubernur. 
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota 
tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap 
Peraturan Daerah Provinsi. 
2.1.4.1 Fungsi Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah memiliki Fungsi , Yaitu :19 
1) Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan sebagaimana amanat UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan 
daerah 
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2) Penampung khusus dan keberagaman daerah , serta penyalur aspirasi 
masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3) Alat Pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah 
4) Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang lebih 
tinggi.  
 
2.1.4.2 Sosialisasi Peraturan Daerah 
Dalam aturan UU No.9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah 
yakni dalam pasal Pasal 253  : 
(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak 
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, 
dan pembahasan rancangan Perda.  
(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani 
pembentukan Perda.  
(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD 
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.  
(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 
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 (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan 
 Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 254 : 
 (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan 
dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam 
berita daerah.  
(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang 
telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.  
(3). Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, 
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus 
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian 
serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah 
atau oleh pejabat yang ditunjuk. 
Menurut Josef Mario Monteiro 20 ada beberapa metode yang bisa di 
gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan 
daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat 
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di wilayahnya. Adapun metode yang dapat digunakan dalam 
penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain : 
a) Pengumuman melalui berita ( RRI, TV Daerah) atau media 
cetak ( Koran ) oleh kepala biro Hukum provinsi atau kepala 
bagian kabupaten/kota. 
b) Sosialisasi secara langsung oleh Bagian  Hukum/kepala 
bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang 
berkompeten 
c) Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka) 
d) Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda dan 
DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agara masyarakat 
mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga 
tersebut. 
 Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan perda yang telah 
diundangkan dalam lembaran dan perturan kepala daerah yang telah 
diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, 
di bentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala 
daerah untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat. Anggota Satuan polisi Pamong Praja dapat 
diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta 
penuntutan terhadap pelanggaraan atas ketentuan perda dilakukan oleh 
pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat di tunjuk 
pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap 
pekanggaran atas ketentuan Perda.21 
Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan 
apabila dialihkan harus melalui atribusi atau delegasi yang tegas dan 
jelas. Maka kewenangan pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat 
dialihkan secara tidak langsung karena yang dialihkan secara langsung 
adalah kewenangan penyelenggaraan pemerintahan saja. Demikian juga 
pengalihan itu dapat dilakukan melalui atribusi dan delegasi atas dasar 
pemeberian andat, baik mandate itu diberikan khusus untuk bidang 
pengambilan keputusan, untuk bidang pelaksanaan, maupun untuk bidang 
penandatanganan. 
Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang berada 
dalam lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti 
sempit atau ketataprajaan, dan peraturan ini bukan kewenangan 
perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh 
sehingga mengurangi hak asasi warga Negara dan penduduk. Di sisi lain, 
peraturan itu tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi 
pemkasa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-
sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan, itu pun 
apabila kewenangannya diatribusikan atau didistribusikan atau 
                                                             




didelegasikan secara tegas dan benar. Peraturan kebijakan hanya 
mungkin mengandung sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuannya. 
2.2  Kerangka Pikir Penelitian  
 
 
Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi 
memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya yang didasarkan pada asas , system, tujuan, dan 
landasan hukum.  Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah , guna menyelenggarakan urusan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
 Peraturan Daerah ( Perda ) merupakan salah satu bentuk  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. 
Peraturan daerah bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama 
Kepala Daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan Daerah itu sendiri 
maupun dari Kepala Daerah diwilayah tersebut. 
Peraturan Daerah ( Perda ) sendiri memuat materi tentang pokok-
pokok penyelenggaraan pemerintahan yang ada didaerah dengan 
memperhatikan cirri-ciri khusus ataupun cirri khas kedaerahan. Peraturan  
daerah juga memuat tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu 
peraturan daerah juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas 
pembantuan di daerah. 
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Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik 
nasional maupun regional menggunakan asas fiksi hukum. Fiksi hukum 
yang dimaksud adalah siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. 
Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum 
Diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi 
yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan 
tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk 
menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui 
hukum atau peraturannya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum 
disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses 
mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum yang dimiliki oleh 
pemerintah  sangat minim sehingga mempersulit masyarakat untuk dapat 
menghindari asas fiksi hukum terhadap dirinya. 
Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat 
terjerat oleh asas fiksi hukum tersebut maka dikenal suatu asas publisitas 
, dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki 
aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam 
arti materiel menunjukan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan 
peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, 
kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai 
prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum 
yang berlaku dalam suatu wilayah.  
37 
 
Asas publisitas ini kemudian diperkuat dengan terkandungnya  
dalam aturan UU No.9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yakni 
dalam pasal Pasal 253  : 
(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak 
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, 
dan pembahasan rancangan Perda.  
(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani 
pembentukan Perda.  
(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD 
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.  
(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 
 (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan. 
 Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai penyelenggara 
pemerintahan di salah satu wilayah otonom di indoensia juga tidak lepas 
terhadap kewajiban untuk mensosialisasikan informasi terkait peraturan 
daerah baik yang masih dalam tahap pembahasan maupun yang telah di 
sahkan sebagai peraturan daerah kepada seluruh elemen masyarakat 
ataupun yang terkait langsung dengan peraturan tersebut. Dengan 
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demikian, diharapkan bahwa masyarakat di kabupaten gowa dapat 
mengetahui seluruh peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah 
kabupaten Gowa 
Gambar. 1  






















 Tidak Maksimalnya Proses Sosialisasi 
Peraturan daerah Di kabupaten Gowa 
 Kurangnya Akses terhadap peraturan 
Daerah yang berlaku Di kabupaten Gowa 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
oleh Pemerintah Di 
Kabupaten Gowa 
Metode Sosialisasi Peraturan Daerah 
yang    di gunakan : 
a) Di tingkat kecamatan :. 
Sosialisasasii secara langsung oleh 
Bagian  Hukum dari Kabupaten 
dan DPRD  
b) Di tingkat Kelurahan/Desa : 
sosialisasi melalui forum sholat 









3.1. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, 
maka penelitan ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam 
Sosialisasi Peraturan Daerah  pada: (1). Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Gowa, (2).Kantor Bupati Kabupaten Gowa , (3).Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Persandian (4). Kantor Badan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Gowa, (5). Beberapa Kantor Camat Di 
kabupaten Gowa Yakni : Kecamatan Somba Opu, Pallangga, 
Bontomarannu dan Tombolo Pao  (6).Beberapa Kantor Kelurahan/Desa Di 
Kabupaten Gowa, Yakni : Kelurahan Katangka, Tamaona, Borongloe 
serta Desa Taeng,  
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peranan Pemerintah 
Daerah Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Gowa. 
Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan 
hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer 
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seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data 
sekunder seperi data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang 
sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul 
penelitian. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian, yakni sebagai berikut: 
1. Observasi 
 Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek 
kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan 
dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang 
diteliti dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan 
dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan 
langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan 
objek penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara 
tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau 
41 
 
keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan 
para informan. 
3. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode 
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 
Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam 
penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, 
gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - 
tulisan ilmiah.  
 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
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diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Gowa 
2) Kepala Bidang Komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika Dan 
Persandian 
3) Kepala Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pemerintah daerah 
Kabupaten Gowa 
4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD 
Kabupaten Gowa 
5) Kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, Badan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa 
6) 4 Sekretaris Camat Di kabupaten Gowa Di antaranya : Sekretaris 
Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Bontomarannu dan             
Tombolo Pao 
7) 4 Lurah/ Kepala Desa Di Kabupaten Gowa di antaranya : Lurah 
Katangka, Lurah Tamaona, Lurah Borongloe, serta Sekretaris   
desa Taeng 
8) Masyarakat kabupaten Gowa sebanyak 8 Orang 
 
3.5. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder : 
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a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data 
empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa 
pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia 
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan 
dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau 
instansi yang terkait dalam penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang 
terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, 
dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga 
terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
 
3.6. Definisi Konsep 
Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam 
melakukan penelitian. Maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni : 
a. Sosialisasi Perda : sebagai implementasi dari aturan perundang-
undangan yang berlaku , dimana  mewajibkan pemerintah di 
setiap wilayah otonom untuk menyebarkan seluruh produk 
hukum daerahnya baik yang telah ditetapkan maupun yang 
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masih dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, dengan 
tujuan agar masyarakat mengetahui aturan yang mengikatnya 
sebagai sebuah subjek dari aturan hukum tersebut. 
b. Metode : metode yang dimaksud adalah cara yang digunakan 
oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan peraturan 
daerah yang telah dibuatnya sebagai sebuah kewajiban sesuai 
aturan perundang-undangan terkait. Adapun metode yang dapat 
digunakan dalam penyebarluasan suatu peraturan daerah antara 
lain : 
a) Pengumuman melalui berita ( RRI, TV Daerah) atau 
media cetak ( Koran ) oleh kepala biro Hukum provinsi 
atau kepala bagian kabupaten/kota. 
b) .Sosialisasi secara langsung oleh Bagian  
Hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula oleh unit 
kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat yang berkompeten 
c) Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka) 
d) Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda 
dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agara 
masyarakat mudah mengakses segala perkembangan 
kedua lembaga tersebut. 
c. Dampak Sosialisasi Peraturan Daerah : Dampak yang dimaksud 
dengan adanya sosialisasi adalah pengetahuan masyarakat 
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terkait peraturan daerah yang diterbitkan dan berlaku di 
wilayahnya. Masyarakat sebagai subjek produk hukum tersebut 
berhak mengetahui segala aturan perundang-undangan yang 
ada di daerahnya. 
 
3.7. Analisis Data 
        Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi yang 
diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi 
sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan 
untuk menggambarkan sacara sistematis fakta-fakta dan data-data 
yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi 
lapang maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan 
melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, 
mengelola dan menginterpretasikan  data, kemudian dilakukan 
abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang 
disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi 
untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peranan 
Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini akan menjelakan terkait dengan gambaran tentang lokasi 
beserta hasil penelitian yang telah ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kabupaten Gowa yang meliputi sejarah, 
kondisi geografis, aspek-aspek pendukung seperti aspek sosial dan 
ekonomi serta Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Sekretariat 
Kabupaten Gowa juga  Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
Sekretariat DPRD KAbupaten Gowa . Selain itu, bab ini menguraikan 
Metode yang di gunakan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah  dan 
Dampak dari proses sosialisasi terhadap tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Di kabupaten Gowa 
 
4.1.  Gambaran umum Kabupaten Gowa 
4.1.1. Sejarah terbentuknya Kabupaten Gowa 
Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri 
atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang 
merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, 
Parang-parang, Data, Agang Je‟ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu 
waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak 
mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat 
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memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk 
memerintah Gowa. 
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari 
Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka 
kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan 
mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah 
pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang 
bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan 
Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini 
berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera) 
Tabel 1 
Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 s/d 1957 
No. Nama Raja Periode 
1. Tumanurung Bainea (Putri Ratu) - 
2. Tamasalangga Baraya 1320 - 1345 
3. I Puang Loe Lembang 1345 - 1370 
4. I Tuniata Banri 1370 - 1395 
5. Karampang Ri Gowa 1395 - 1420 
6. Tunatangka Lopi 1420 - 1445 
7. Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 - 1460 
8. IPakereÕ Tau Tunijallo Ri Passukki 1460 
9. Dg. Matanre Krg. Mangngutungi TumapaÕrisi Kallonna 1460 - 1510 
10. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung 
Tunipallangga Ulaweng. 
1510 - 1546 
11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng DataÕ Tunibatta 1546 - 1565 
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12. I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa 
Tunijallo. 
1565 (40 hari) 
13. I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa 
Tunipasulu Tumenanga Ri Butung. 
1565 - 1590 
14. I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin 
Tumenanga Ri Gaukanna 
1590 - 1593 
15. I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan 
Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 
1593 - 1639 
16. I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng 
Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri 
Ballapangka. 
1639 - 1653 
17. I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan 
Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 
1653 - 1669 
18. I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan 
Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 
1669 - 1674 
19. I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro 
BoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 
1674 - 1677 
20. La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng AnaÕ Moncong Sultan 
Ismail Tumenanga Ri Somba Opu. 
1677 - 1709 
21. I MappauÕrangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 
Tumenanga Ri Passiringanna. 
1709 - 1711 
22. I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin 
Tumenanga Ri Jawaya. 
1712 - 1724 
23. I MappauÕrangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 
Tumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 
1724 - 1729 
24. I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al 
Mansyur Tumenanga Ri Gowa. 
1729 - 1735 




26. Amas Madina ÒBatara Gowa IIÓ Sultan Usman 
(diasingkan ke Sailon oleh Belanda) 
1742 - 1753 
27. I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang 
Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 
1753 - 1767 
28. I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka 
Sultan Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 
1767 - 1769 
29. I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng 
Mangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 
1769 - 1778 
30. I Mappatunru / I Manginyarang Krg Lembangparang 
Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 
1778 - 1810 
31. La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan 
Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril MuÕminin 
Tumenanga Ri Suangga 
1825 - 1826 
32. I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan 
Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 
1826 - 1893 
33. I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan 
Muhammad Idris Tumenanga Ri KalaÕbiranna. 
1893 - 1895 
34. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan 
Muhammad Husain Tumenanga Ri BunduÕna. 
1895 - 1906 
35. I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo 
Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga 
Tumenaga Ri Sungguminasa. 
1906 - 1946 
36. Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan 
Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya. 
1946 - 1957 
 




Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah 
Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. 
Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 
pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah 
menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Sementara  (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat 
Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. 
Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali 
Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk 
seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-
daerah Tingkat II. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai 
penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-
Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai 
Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 
operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng 
Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah 
bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja 
pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing  
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a.  Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 
Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya 
berkedudukan di Sungguminasa. 
b.     Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota 
dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. 
c.    Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. 
Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 
d.     Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya 
berkedudukan di Malakaji. 
Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di 
seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik 
menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri 
dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 
a.      Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 
b.      Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 
c.      Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 
d.      Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 
e.      Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 
f.       Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 
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g.       Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 
h.      Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan                     
Borisallo. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) 
Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan 
sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan 
Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung 
Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, 
mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, 
terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong 
dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah 
Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan 
sampai ke Asia Tenggara. 
Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, 
maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami 
perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 
56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa. 
Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan 
yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
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dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba 
Opu dan Kecamatan Parangloe.     
Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan 
No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran 
Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP  No. 34 Tahun 1984, Kecamatan 
Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa 
menjadi 9 (sembilan). 
Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten 
Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa 
kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 
sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. Dalam sejarah perkembangan 
pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai 
dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten 
Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah 
agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota 
Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah 
pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. 
Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang 
dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan 
tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan 




Nama Bupati kabupaten Gowa yang menjabat sejak Tahun 1957 
Nomor Nama Masa Jabatan 
1 Andi Ijo Karaeng Lalolang 1957–1960 
2 Andi Tau 1960–1967 
3 K.S. Mas'ud 1967–1976 
4 H. M. Arief Sirajuddin 1976–1984 
5 A. Kadir Dalle 1984–1989 
6 A. Aziz Umar 1989–1994 
7 Syahrul Yasin Limpo  1994–2002 
8 Hasbullah Jabar 2002–2004 
9 Andi Baso Machmud 2004–2005 
10 H. Ichsan Yasin Limpo, S.H. 2005–2010 
2010–2015 
11 Drs. M. Sidik Salam, M.M. 27 Agustus 2015–17 Februari 2016 
12 Adnan Purichta Ichsan, S.H. 17 Februari 2016–sekarang 
 
Sumber :  profil kabupaten Gowa. Gowakab.go.id 
 
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kabupaten  Gowa  berada  pada  12°  38.16'  Bujur  Timur  dan  5  
°33.6'  Bujur  Timur  dari  Kutub  Utara.  Sedangkan letak  wilayah  
administrasinya  antara  12  °33.19'  hingga  13  °15.17'  Bujur  Timur  dan  
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5  °5'  hingga  5  °34.7'  Lintang Selatan Kabupaten  yang  berada  pada  
bagian  selatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ini  berbatasan  dengan  7  
kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya sebagai berikut: 
 Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Maros.  
 Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 
Bulukumba, dan Bantaeng.  
 Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto sedangkan 
 Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar 
 





Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama 
dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah 
Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 
Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. 
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-
bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni  Kecamatan 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa 
dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan 
yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, 
Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 
Selatan. 
   Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan 
tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan 
bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, 
wilayah Kabupaten Gowa  dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang 
sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. 
Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai 







Luas Daerah menurut kecamatan di kabupaten GowaTahun 2015 
 




1 Tombolo Pao 251.82 9 
2 Tinggimoncong  142,87 7 
3 Manuju  91,90 7 
4 Parangloe  221,26 8 
5 Pattallassang  84,96 8 
6 Bontomarannu  52,63 9 
7 Somba Opu 28,09 14 
8 Barombong  20,67 7 
9 Pallangga 48,24 16 
10 Bajeng Barat 19,04 7 
11 Bajeng 60,09 15 
12 Bontonompo 33,62 14 
13 Biringbulu  218,84 11 
14 Tompobulu  132,54 7 
15 Bontolempangan  142,46 8 
16     Bungaya 175,53 7 
17 Parigi 132,76 5 
18 Bontonompo Selatan 26.1 9 
 
Sumber : kabupaten Gowa Dalam Angka  tahun 2015 
 
b. Demografi 
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk 
kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan 
Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Sensus 2015 oleh badan pusat 
statistic kabupaten Gowa, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 
722,702 jiwa.  
58 
 
Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan 
bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang 
masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, 
Bontonompo, Bontonompo Selatan , Bajeng dan Bajeng Barat, yang 
wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni 
oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan 
Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, 
Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, 
Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa 
hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini 
tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah 
tersebut.  
Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 
tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif 
mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah 
penduduk di Kabupaten Gowa.  Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total 
jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 355,381 atau 45,45% laki-
laki dan 367,321 atau 54,55% perempuan. Dengan demikian, secara 
keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih 
sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio 
jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 




 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di 
Kabupaten Gowa Pertengahan Tahun  2015 
 
No Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah 
Laki- laki Perempuan 
1 BONTONOMPO 
 




14,237 15,389 29,626 
3 BAJENG 
 
33,547 34,336 67,883 
4 BAJENG BARAT 
 
11,972 12,616 24,588 


















































































































c. Potensi  Wilayah 
1. Pertanian & Perkebunan 
 Penggunaan lahan kering di Kabupaten Gowa dibedakan menjadi 
lahan untuk bangunan dan pekarangan, tegalan/kebun, lading/huma, 
hutan dan lainnya. Sedangkan tanah sawah meliputi sawah yang 
berpengairan baik secara teknis maupun sederhana, sawah tadah hujan 
dan sawah pasang surut.Pada tahun 2008, beberapa jenis tanaman 
perkebunan mengalami peningkatan produksi terbesar terjadi pada 
tanaman coklat yaitu sebesar 81,41 persen dari 398 ton tahun 2007 
menjadi 722 ton tahun 2008,kemudian disusul oleh kenaikan produksi 
jambu mente sebesar 75,68 persen yaitu dari 1.102 ton tahun 2007 
menjadi 1.936 ton pada tahun 2008.Pada tahun 2009, Sektor pertanian 
tumbuh sebesar 5,23 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari peran sub sektor-sub sektor di 
dalamnya. Dari lima sub sektor, semuanya mengalami pertumbuhan, 
meskipun pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan mengalami 
sedikit perlambatan akibat beberapa komoditi tanaman mengalami 
penurunan dalam jumlah produksi. Sub sektor tanaman bahan pangan 
mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen, meningkat dibandingkan 
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan produksi tanaman padi, jagung, ubi 





2. Industri dan Energi 
Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sector industri 
dibedakan menjadi industri hasil pertanian, industry aneka, industry kimia 
serta industry logam, mesin dan elektronika. Pada tahun 2008 di 
Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 3.942 perusahaan industry dengan 
15.968 orang tenaga kerja. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah 
perusahaan industry mengalami kenaikan sebesar 0,61 persen dengan 
kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 1,69 persen.  
Hasil dari pertambangan/penggalian di kabupaten gowa ternyata 
jenis penggalian pasir pada tahun 2008 memberikan nilai yang terbesar 
dibanding barang tambang/galian yang lain yaitu sebesar 766 juta rupiah. 
Disusul kemudian tanah urug yang memberikan nilai produksi sebesar 
747 juta rupiah. Jauh meningkat bila dibandingkan hasil produksi tahun 
2007. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 15,10 persen pada 
tahun 2009, naik cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang 
„hanya‟ 10,66 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan sub 
sector penggalian saja, dimana Kabupaten Gowa dikenal dengan sumber 
daya penggaliannya yaitu bahan galian golongan C yang juga 
didistribusikan ke kabupaten–kabupaten lain. Sementara itu, Sektor 
Industri Pengolahan tumbuh 5,93 persen, melambat dibandingkan tahun 
2008 yang tumbuh sebesar 7,17 persen. Perlambatan ini disebabkan 
hamper semua sub sektor mengalami pertumbuhan yang lebih lambat 
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dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, sub sektor Makanan, 
Minuman dan Tembakau mengalami pertumbuhan 6,44 persen; sub 
sector Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki tumbuh 5,85 persen; sub sektor 
Barang kayu dan Hasil Hutan Lainnya 3,43 persen; Kertas dan Barang 
Cetakan 4,88 persen; Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 3,92 persen; 
Semen & Barang Galian Bukan Logam 2,68 persen; Logam Dasar Besi 
dan Baja 2,89 persen.  
3. Peternakan 
Pembangunan sub sektor peternakan diarahkan untuk 
meningkatkan populasi dan produksi ternak untuk memenuhi komsumsi 
masyarakat akan makanan bergizi, disamping itu juga digunakan untuk 
meningkatkan peningkatan peternak. Diantara populasi ternak yang 
berkembang di Kabupaten Gowa adalah ternak sapi, kerbau, kambing, 
babi, ayam ras, ayam kampung dan itik. 
 
4. Pariwisata 
Kawasan wisata Malino merupakan salah satu objek wisata al;am 
yang mempunyai daya tarik luar biasa, jaraknnya sekitar 90 km dari kota 
Makassar, tepatnya di Tingimoncong kabupaten Gowa. Pemda Gowa 
telah mengembangkan berbagai objek wisata antara lain Benteng Somba 
Opu, pengembangan dan perluasan Balla Lompoa di Sunguminasa, 
Makam raja-raja Gowa, Makam pahlawan nasional Syech Yusuf, Hutan 
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Wisata dan air terjun Malino, Wisata Tirta Bilibili, Danau Mawang dan 
sumber air panas di kecamatan Bungaya.  
Beberapa objek wisata yang telah mendapat perhatian antara lain, 
Rumah Adat Bulutana, Balla Lompoa di Sungguminasa, Makam Sultan 
Hasanuddin di Tamalate, Makam Syech Yusuf di Kobang. Mesjid tua 
Katangka di Lakiung, Benteng Somba Opu dikembangkan sebagai 
tanaman miniature Sulsel, Danau Mawang di Borongloe kecamatan Bonto 
marannu, Air Terjun Takapala di Bulutana, Air Terjun Gallang di Tombolo 
Pao, Pantai mangesu, Dan Bilibili serta air panas di Pencong. Selain objek 
wisata alam Kabupaten Gowa juga memiliki aneka macam adat istiadat 
dan budaya yang cukup potensial untuk dijadikan objek pariwisata, 
diantaranya upacara A‟cera Kalompoang dan pesta adat Maulid.  
4.2. Gambaran Umum Bagian Hukum Dan Perundang Undangan 
DPRD Kabupaten Gowa 
 
Bagian Hukum Dan Perundang-undangan adalah bagian dari 
struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) 
kabupaten Gowa yang didalamnya terdiri dari 3 sub bagian yang meliputi : 
sub bagian produk hukum, sub bagian analisis perundang-undangan, 
serta sub bagian dokumentasi dan perpustakaan. Bagian hukum dan 
perundang-undangan ini di kepalai oleh Bapak H. Muh. Arifin, M.Si. 
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4.2.1 Struktur Organisasi Bagian Hukum Dan Perundang-











4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Hukum Dan Perundang-
Undangan DPRD Kabupaten Gowa 
 Bagian perundang-undangan terdiri dari : 
1) Sub Bagian Produk Hukum 
2) Sub Bagian Analisa Perundang-undangan  
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan  
 
 Fungsi Bagian  Hukum Dan Perundang – Undangan adalah :  
1)  Penyusunan kebijakan teknis bagian perundang-undangan 
2) Pelaksanaan program dan kegiatan bagian perundang-undangan 
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
tugas sub bagian pada bagian perundang-undangan 
Kepala Bagian Hukum 
Dan Perundang-
undangan 
Ka Su Bag Bagian 
Produk Hukum 
Ka Su Bag Bagian 
Analisis Per 
Undang_Undangan 





4) Penyelenggaraan evaluasi tugas sub bagian perundang-
undangan 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas pokok dan fungsinya 
 
 Tugas Bagian Perundang – undangan adalah : 
1) Merumuskan kebijakan teknis bagian perundang-undangan 
2) Membina pelaksanaan kegiatan bagian perundang-undangan 
3) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pada bawahan 
dalam melaksanakan tugas 
4) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pelaksanaannya 
5) Menghimpun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan 
rancangan produk hukum, seperti peraturan daerah, peraturan 
bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati 
6) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah atas 
pengajuan rancangan peraturan daerah atas hak inisiatif DPRD 
7) Meneliti, mengkaji, dan memberi telahaan tentang  produk 
hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah 
8) Mempelajari pedoman dan petunjuk bidang penelitian, 
pengelolaan, data hukum peraturan perundang-undangan serta 
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informasi hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah 
daerah 
9) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan 
hukum dan peraturan perundang-undangan serta informasi 
hukum yang berhubungan dengan kewenangan  pemerintah 
daerah 
10) Memberi saran dan pertimbangan teknis dibidang peraturan 
perundang-undangan kepada atasan 
11) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier 
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 
 
 
4.3. Gambaran Umum Bagian Hukum Dan HAM Kabupaten Gowa  
 
Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ( HAM )  adalah bagian 
dari struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten Gowa yang di 
bawahi langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan, yang didalamnya 
terdiri dari 3 sub bagian yang meliputi : sub bagian perundang- undangan, 
, sub bagian Dokumentasi Dan Infrormasi Hukum, serta sub bagian 
Bantuan Hukum dan HAM. Bagian hukum dan Hak Asasi Manusia ini di 





4.3.1. Struktur Organisasi Bagian Hukum Dan Hak Asasi 










4.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa 
 
 Dalam melaksanakann Tugas pokok Bagian Hukum Dan Ham, 
memiliki Fungsi Sebagai berikut : 
a) Penyusunan kebijakan teknis Bagian hukum dan HAM 
b) Penyelenggaraan program kerja Bagian hukum dan HAM 
c) Pembinaan , pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas 
kepala sub bagian lingkup bagian Hukum dan HAM 
d) Penyelengaraan evaluasi tugas kepala sub bagian lingkup Bagian 
Hukum dan HAM. 
Kepala Bagian Hukum 
Dan Hak Asasi 
Manusia 
Ka Su Bag Bagian 
Perundang-undangan 
Ka Su Bag Bagian 
Bantuan Hukum Dan 
Ham 
 





e) Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
Rincian tugas bagian hukum dan HAM sebagai berikut : 
a) Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis peraturan dan HAM, 
bantuan hukum dan Dokumentasi Hukum. 
b) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan melakukan 
koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan 
tugas. 
c) Mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan bahan penyusunan 
rencana dan program sub bagian peraturan dan HAM, Bantuan 
hukum dan Dokumentasi Hukum. 
d) Menginvetarisir permasalahan yang berhubungan dengan 
pelanggaran HAM dan menyiapkan bahan petujuk pemecahannya. 
e) Mengkoordinasikan , menelaah, mengevaluasi dan menyiapkan 
bahan rancangan dan produk hukum seperti Peraturan Daerah, 
Peraturan Bersama, dan Peraturan Bupati, keputusan bupati. 
f) Mengkoordinasikan dan / atau menyiapkan bahan perumusan dan 
pengkoordinasian kebijakan sub bagian peraturan dan HAM, 
Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum. 
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g) Menyiapkan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian 
pengolahan data hukum dan peraturan HAM yang berhubungan 
dengan tugas pemerintah daerah. 
h) Mengkoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait tentang 
pertimbangan hukum kepada semua unsure pemerintah daerah 
atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
i) Memantau dan menvaluasi perkembangan hukum dan peraturan 
HAM yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah Daerah. 
j) Mengkoordinir dan melakukan inventarisasi pengumpulan perturan 
HAM , publikasi Produk- Produk Hukum serta Dokumentasi Hukum. 
k) Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian 
serta pelporan hasil pelaksanaan kebijakan sub bagian peraturan 
dan HAM , BAntuan Hukum dan Dokumentasi Hukum. 
l) Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di 
berikan oleh atasan. 
 
4.4. Metode Sosialisasi Peraturan Daerah Di kabupaten Gowa 
 
 Peraturan Daerah ( Perda )  adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
70 
 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Materi muatan Peraturan 
Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
 Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem 
hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila 
didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis 
pembentuka peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. 
 Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah 
otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. 
Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari aturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan akan nilai-nilai 
kebudayaan atau kearifan lokal daerah mengikat tingkah laku masyarakat 
dalam sebuah sistem hukum lingkup regional. Dengan adanya peraturan 
daerah di harapkan bahwa dapat terbentuk sebuah sinkronisasi dalam 
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kehidupan bermasyarakat di daerah sehingga tercipta situasi yang aman 
dan tertib di lingkungan masyarakat. 
 Masyarakat sebagai pihak yang di atur tingkah lakunya dalam 
kehidupan bermasyarakat wajib mengikuti semua aturan yang termuat di 
dalam sebuah peraturan daerah. Begitu pula dengan pemerintah sebagai 
pihak yang mengatur masyarakat memiliki kewajiban untuk 
mensosialisasikan segala bentuk peraturan di wilayahnya kepada 
masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU No 9 tahun 2015 tentang 
pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan 
segala bentuk peraturan baik dalam bentuk rancangan sampai pada saat 
telah di sahkan menjadi sebuah peraturan daerah. 
 Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah 
daerah untuk mensosialisasikan setiap produk hukumnya secara langsung 
memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah guna 
menjalankan peran sebagai pihak yang menyebarluaskan peraturan 
daerah di wilayahnya, yang mana bila peran ini tidak di jalankan oleh 
pemerintah daerah maka akan di kenakan sanksi andministratif oleh 
pemerintah pusat sesuai dengan bunyi pasal 254 ayat 2 UU no 9 tahun 
2015 tentang Pemerintah daerah ; Kepala daerah yang tidak 
menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa 
teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. 
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Menurut Josef Mario Monteiro (2016:119) ada beberapa metode 
yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan 
peraturan daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh 
masyarakat di wilayahnya. Adapun metode yang dapat digunakan dalam 
penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain : 
a) Pengumuman melalui berita ( RRI, TV Daerah) atau media 
cetak ( Koran ) oleh kepala biro Hukum provinsi atau kepala 
bagian kabupaten/kota. 
b) Sosialisasi secara langsung oleh Bagian  Hukum/kepala 
bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang 
berkompeten 
c) Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka) 
d) Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda dan 
DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agara masyarakat 
mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga 
tersebut. 
 Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki peran penting 
dalam mensosialisasikan peraturan daerah sesuai dengan aturan 
perundang-perundangan dalam pasal 253 ayat 3 dan 4 UU N0 9 tahun 
2015 tentang Pemerintah daerah membagi peran DPRD dan Kepala 
Daerah dalam mensosialisasikan peraturan daerah berdasarkan asal dan 
usul peraturan daerah tersebut yakni ; Penyebarluasan rancangan Perda 
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yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan  
Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Hal mengakibatkan perbedaan 
proses pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di kedua instansi 
tersebut, dimana kepala daerah kabupaten Gowa di wakili oleh Bagian 
hukum dan Hak Asasi Manusia sekretariat kabupaten Gowa dan DPRD 
Kabupaten Gowa di wakili oleh Bagian Hukum Dan perundang-undangan 
Sekretariat dewan Kabupaten Gowa. 
 Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Farida Dawi selaku kepala bagian 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam kutipan wawancara sebagai 
berikut ;  
  “Kalau berbicara koordinasi dengan pihak DPRD selama ini 
sekretariat di DPRD ya koordinasi hanya pada saat pembentukan 
perda atau ranperda setelah itu sosialisasi kita berjalan sendiri-
sendiri. Kalau mereka biasanya sosialisasi bersama perangkat 
anggota Dewan” ( wawancara ; 27 Maret 2017, pukul 14.00 ) 
 Dalam penjabaran wawancara di atas dapat di ketahui bahwa 
pihak kepala daerah yakni bagian hukum dan Hak asasi Manusia 
sekretariat Kabupaten Gowa dan DPRD yakni Bagian Hukum dan 
Perundang- Undangan selama ini melaksanakan sosialisasi peraturan 
daerah masing-masing di karenakan koordinasi yang di lakukan oleh 
kedua pihak tersebut terkait peraturan daerah berjalan saat proses 
pembuatan sampai dengan proses penetapan suatu rancangan peraturan 
daerah menjadi sah sebagai peraturan daerah yang berlaku terhadap 
seluruh elemen di kabupaten Gowa. 
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 Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak H. Muh. Arifin selaku 
kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat dewan 
Kabupaten Gowa , dalam kutipan Hasil wawancara berikut : 
  “Kita tidak ada kerjasama lagi dalam proses sosialisasi kita 
berbeda, jadi mereka jalan dengan program mereka sendiri 
begitupun dengan kita. Biasanya mereka sosialisasi bersama pihak 
terkait termasuk pihak pengadilan juga bisa di ajak bersama. Kalo 
kami cukup fokus sosialisasi bersama dengan pihak badan legislasi 
saja, bersama anggota dewan dari komisi yang membidangi aturan 
tersebut. ( wawancara , 28 Maret 2017, Pukul 11.00 Wita ) 
  
 Dari penjabaran hasil wawancara di atas maka dapat kita ketahui 
bahwa setelah proses pembentukan dan penetapan suatu rancangan 
peraturan daerah menjadi sebuah produk hukum yang sah maka telah 
berakhir pula koordinasi yang telah di jalin oleh kedua instansi tersebut. 
Selanjutnya dalam tahap mensosialisasikan peraturan daerah tersebut 
tidak ada lagi kerjasama yang di lakukan . 
 Dalam hasil wawancara tersebut juga dapat kita ketahui bahwa 
dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah pihak yang dikut 
sertakan juga berbeda-beda pula, dimana pihak kepala daerah yang di 
wakili oleh bagian hukumnya dapat berkerja sama dengan seluruh SKPD 
atau pun instansi terkait perda yang akan di sosialisasikan, sementara dari 
pihak DPRD melakukan sosialisasi peraturan Daerah kepada masyarakat 
bersama dengan pihak badan legislasi dan juga beberapa perwakilan 
angota dewan perwakilan rakyat Daerah yang berasal dari komisi-komisi 




 Dengan adanya  pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang 
berjalan secara tersendiri di antara pihak bagian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia  sekretariat kabupaten dengan pihak bagian Hukum dan 
Perundang-Undangan secretariat Dewan Kabupaten Gowa maka dalam 
pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di antara kedua isntansi 
tersebut juga ada perbedaan baik dalam segi waktu, tempat dan Pihak 
yang terlibat dalam sosialisasi peraturan daerah yang di lakukan oleh 
kedua instansi tersebut. 
  
4.4.1. Metode Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Oleh 
Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Kabupaten Gowa 
  
 Bagian hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang merupakan 
bagian dari organisasi kerja sekretariat kabupaten Gowa adalah sebagai 
pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan 
daerah yang telah di sepakati oleh pihak kepala daerah dan DPRD 
kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam tugas dari bagian hukum 
dan Hak Asasi Manusia yakni : Mengkoordinir dan melakukan 
inventarisasi pengumpulan perturan HAM , publikasi Produk- Produk 
Hukum serta Dokumentasi Hukum. 
 Sebagai koordinator dalam publikasi produk-produk hukum di 
kabupaten Gowa maka bagian hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 
peran besar dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang telah 
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diundangkan oleh pemerintah kabupaten Gowa, dan terkait pelaksanaan 
sosialisasi peraturan daerah selama ini telah di laksanakan setiap 
tahunnya oleh bagian hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah 
pelaksanaan kewajiban. 
 
 Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Farida Dawi selaku kepala 
Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretiat kabupaten Gowa, yakni 
Sebagai Berikut ; 
  “Sosialisasi peraturan daerah itu di lakukan satu tahapan 
dalam setahun dan terkait waktunya pelaksanaannya itu kondisional, 
tapi biasanya di lakukan pada akhir tahun. Jadi suatu peraturan 
daerah itu wajib bagi setiap pemerintah daerah itu wajib untuk 
mensosialisasikan. ketika masih dalam bentuk ranperda itu juga ada 
disosialisasikan bisa dengan bentuk konsultasi publik bahwa akan 
dibuat peraturan daerah seperti itu, kira-kira bagaimana respon dari 
masyarakat jadi ada sosialisasi awal. Jadi setelah berbentuk perda di 
sosialisasikan lagi, kita bekerja sama dengan instansi terkait , 
misalnya terkait lalu lintas kita berkerjasama dengan pihak 
perhubungan maupun pihak kepolisian kita di mungkinkan untuk 
bersama sama sosialisasikan peraturan itu.” ( wawancara , 27 Maret 
2017, pukul 14.00 wita) 
 
 Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa sosialisasi 
peraturan daerah telah dilaksanakan sejauh ini oleh pihak bagian hukum 
dan Hak Asasi Manusia. Dalam satu tahun Anggaran mereka melakukan 
sosialisasi peraturan daerah sebanyak satu kali namun waktu yang di 
tentukan dalam melaksanakan sosialisasi sifatnya kondisional artinya 
bahwa tidak ada jadwal rutin yang di gunakan oleh bagian hukum dan Hak 
Asasi Manusia dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahunya. Selain itu 
sosialisasi juga telah di lakukan sebelumnya pada saat produk hukum 
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tersebut masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan tengah di 
bahas bersama oleh pihak DPRD dan Kepala Daerah. 
 Selain itu juga dapat diketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan 
sosialisasi peraturan daerah oleh bagian hukum dan Hak Asasi Manusia 
selalu mengajak pihak dari instansi lain yang terkait dengan isi dari aturan 
yang di sosialisasikan tersebut, sehingga di harapkan bahwa sosialisasi 
tersebut dapat berjalan lancer dan lebih mudah untuk di pahami oleh 
pihak yang hadir dalam forum tersebut. 
 
 Senada dengan pengakuan ibu farida terkait di laksanakannya 
sosialisasi peraturan daerah di kabupaten gowa, hal ini juga di akui oleh 
Ibu Nurismi selaku sekretaris kecamatan bontomarannu dalam kutipan 
wawancara yakni sebagi berikut : 
   “Iya jadi benar ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak 
kabupaten disini. Sosialisasi peraturan daerah khususnya di 
kecamatan bontomarannu sendiri itu ada dan rutin di laksanakan 
hampir setiap tahun disini.” ( wawancara, 10 April 2017, pukul 
13.00 Wita ) 
 
 Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa 
pernyatan tersebut menguatkan pernyataan sebelumnya terkait sosialisasi 
peraturan daerah memang benar di laksanakan oleh pihak pemerintah 
kabupaten yang mana di wakili oleh bagian hukum dan Hak Asasi 
Manusia ( HAM ) sekretariat kabupaten Gowa yang secara rutin di 
laksanakan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Gowa salah 
satunya yakni dilaksanakan di Kecamatan Bontomarannu. 
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 Sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah daerah bukan hanya 
soal terlaksananya suatu proses sosialisasi, lebih dari itu yang lebih 
penting adalah bagaimana suatu peraturan daerah tersebut dapat 
menyebar kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dengan 
harapan bahwa masyarakat mendapatkan hak nya dalam hal kebutuhan 
informasi yang di jamin oleh Negara melalui Undang-Undang. 
  Dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah salah satu hal 
yang penting adalah mengenai metode yang di gunakan oleh pihak 
sosialitator . karena hal ini turut menentukan keefektifan dan keberhasilan 
dari pemerintah guna memberikan informasi secara merata dan 
menyeluruh kepada masyarakat sehingga di harapkan ketertiban dan 
ketaatan akan peraturan yang ada di wilayahnya dapat di pahami dan di 
taati oleh masyarakat umum. 
   
 Mengenai metode yang di gunakan oleh Bagian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia ( HAM ) dalam mensosialisasikan peraturan Daerah, Ibu 
Farida Dawi menjelaskan sebagai berikut : 
“ Dalam setiap sosialisasi peraturan daerah itu kita 
menggunakan sosialisasi secara  langsung di tingkat kecamatan, 
dimana kita bersama pihak terkait yang menyampaikan langsung 
kepada masyarakat yang di kumpulkan di satu lokasi tertentu, 
biasanya di aula kecamatan yang di hadiri perwakilan pemerintah , 
tokoh masyarakat , lsm , dan instansi terkait. Dalam Sosialisasi 
tersebut kami menyampaikan maksud dan tujuan dari perda 
tersebut, yang menjadi pembicara biasanya dari pimpinan instansi 
yang terkait dengan aturan tersebut. Setelah pemaparan selesai 
kami membuka sesi tanya jawab dengan tujuan perwakilan 
masyarakat bisa mendapatkan pemahaman secara utuh sehingga 
tidak ada kesalahpahaman yang akan terjadi kedepannnya , 
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selepas itu kita juga menghimbau agar pihak yang hadir bisa 
menjadi penyambung lidah bagi masyarakat yang tidak hadir di 
forum.” ( Wawancara 27 Maret 2017, Pukul 14.00 Wita) 
 
 Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa metode 
sosialisasi yang di gunakan oleh bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( 
HAM ) adalah melalui sosialisasi secara langsung di kantor-kantor 
kecamatan yang ada di kabupaten Gowa yang biasanya di laksanakan di 
aula kecamatan. Kemudian , yang menjadi pemateri atau pembicara di 
setiap pelaksanaan sosialisasi adalah dari pihak instansi atau SKPD yang 
berkaitan langsung dengan aturan tersebut secara mendetail, guna 
menjelaskan apa maksud dan tujuan dari di buatnya aturan tersebut. 
Penentuan ini di dasari atas peran dari instansi tersebut yang menjadi 
pengusul dari aturan tersebut dan nantinya akan menjadi pelaksana dari 
isi peraturan daerah yang berlaku sehingga di anggap memiliki kapabilitas 
dalam menjelaskan isi dan makna dalam aturan tersebut 
 Selain itu dapat di ketahui juga bahwa dalam proses sosialisasi 
peraturan daerah tersebut masyarakat yang hadir dalam forum di berikan 
kesempatan untuk berdiskusi dan meminta penjelasan lebih lanjut. 
Dengan adanya sesi untuk bertanya atau pun berdiskusi di harapkan 
masyarakat yang hadir dapat paham dengan maksud dan tujuan perda 
tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pemateri 
masyarakat di himbau agar dapat menyampaikan pokok-pokok atau isi 
dari peraturan daerah yang telah di sosialisasikan sebelumnya, dengan 
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tujuan bahwa masyarakat yang tidak di undang untuk menghadiri forum 
sosialisasi juga dapat mengetahui informasi seputar peraturan daerah 
yang telah di sosialisasikan di tingkat kecamatan. 
 
 Lebih lanjut terkait sumber anggaran yang di gunakan dalam 
mensosialisasikan peraturan daerah, Bapak Muh. Dahlan selaku 
sekretaris kecamatan Pallangga menyatakan Bahwa : 
 “Semuanya itu bersumber dari pihak kabupaten sendiri, kita 
ini tugas nya hanya mengumpulkan masyarakat sebagai peserta 
sosialisasi masalah anggaran kita tidak ada urusan sama sekali 
karena itu semua berasal dari pihak kabupaten sendiri.”                        
( Wawancara 10 April 2017 Pukul 11.00 Wita ) 
 
 
 Berdasarkan Hasil Wawancara di atas dapat di ketahui bahwa 
terkait anggaran pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah selama ini 
berasal dari pihak kabupaten yakni bagian hukum dan Hak Asasi Manusia 
( HAM ) , seluruh biaya dan pengeluaran selama proses sosialisasi di 
laksanakan seluruhnya di tanggung oleh pihak pemerintah kabupaten. 
Sementara itu pihak kecamatan yang menjadi pihak tuan rumah di mana 
di laksanakannya sosialisasi tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun 
terkait anggaran kegiatan. Sebagai pihak tuan rumah , kecamatan hanya 
memiliki tugas untuk mengundang perwakilan masyarakat yang di anggap 
memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat seperti Lurah atau 
kepala desa, pimpinan lembaga masyarakat, kepala-kepala lingkungan, 
dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya, dengan tujuan akan 
mempermudah proses sosialisasi lanjutan di tingkat kecamatan kebawah.  
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4.4.1.1.  Pelaksanaan Sosialisasi terhadap peraturan 
daerah tahun 2015 dan tahun 2016 
 
 Peraturan daerah yang di sahkan dan di undangkan selama kurun 
waktu 2015-2016 adalah sebanyak 22 buah perda yang terbagi menjadi 
10 perda yang di sahkan pada tahun 2015 dan 12 perda yang di sahkan 
pada tahun 2016.kemudian beberapa dari perda yang telah di sahkan itu 
di sosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat 
dapat mengetahui dan memahami maksud dari peraturan daerah tersebut.  
 
 Dalam penjelasannya terkait proses sosialisasi perda tahun 2015 
dan 2016 yang telah di laksanakan, ibu Farida Dawi   selaku kepala 
bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Adalah sebagai berikut : 
 “ Dalam pelaksanaannya , perda yang di sahkan pada tahun ini 
baru akan di sosialisasikan pada tahun depan, makanya sampai saat ini 
baru perda tahun 2015 yang telah kita sosialisasikan, jadi perda tahun 
2016 belum, nanti tahun ini baru kita rencanakan. Jadi perda tahun 2015 
itu kita sosialisasikan di 7 Kecamatan yang ada di kabupaten Gowa.Cuma 
7 karena kita keterbatasan anggaran juga, makanya kecamatan yang 
tidak dapat kesempatan untuk di kunjungi itu kita undang untuk 
menghadiri sosialisasi di kecamatan terdekat.kalau soal jadwal  karena 
jadwal kita itu kondisional maka untuk tahun ini belum tentu sama dengan 
tahun lalu” ( wawancara 27 maret 2017 pukul 14.00 Wita ) 
.  
 Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap 
tahun perda yang lahir akan di sosialisasikan nantinya pada tahun 
berikutnya hal ini disebabkan karena pihak kabupaten menunggu hingga 
di ketahui berapa jumlah perda yang disahkan pada tahun anggaran itu, 
sehingga tahun berikutnya akan di sosialisasikan di kecamatan yang ada 
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di kabupaten Gowa. Di karenakan ada keterbatasan Anggaran dan 
Sumber daya Manusia pada bagian hukum dan Hak Asasi manusia maka 
hanya ada 7 kecamatan yang di tempati untuk sosialisasi setiap tahunnya.  
Tabel. 5 
Peraturan daerah yang Di sosialisasikan Pada Tahun 2016 
 
 Sumber : Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Kabupaten Gowa  
NO NOMOR/TANGGAL JUDUL 
































1. TAHUN 2015 
5-08-2015 
 
2. TAHUN 2015 
27-08-2015 
 
3. TAHUN 2015 
27-08-2015 
 
4. TAHUN 2015 
12-10-2015 
 
5. TAHUN 2015 
31-12-2015 
 
6. TAHUN 2015 
31-12-2015 
 




8. TAHUN 2015 
31-12-2015 
 
9. TAHUN 2015 
31-12-2015 
 





PELAKSANAAN APBD TA. 2014 
 






PERUBAHAN APBD KAB. GOWA TA. 2015 
 
 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
 
 
KERJA SAMA ANTARA DESA 
/KELURAHAN  
 
TATA CARA PEMBENTUKAN 




KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN  
 
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 
PELANTIKAN KEPALA DESA 
 
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PEMERINTAH DESA 
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 Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat sepuluh perda 
yang di sahkan pada tahun 2015 dan kemudian  di sosialisasikan oleh 
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia  kepada masyarakat melalui 
sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan  di 7 kecamatan yang ada 
di kabupaten Gowa. 
Tabel.6  
Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2016 
Kecamatan Hari/Tanggal Jam Tempat  Pemateri 
Somba Opu Rabu, 30 
November 2016 





Pallangga  Kamis, 1 
Desember 2016  





Barombong Jumat, 2 
Desember 2016 





Manuju Senin, 5 
Desember 2016 





Bajeng Rabu, 7 
Desember 2016 





Tombolo Pao Kamis, 8 
Desemeber 2016 





Bungaya Jumat, 9 
Desember 2016 





 Sumber ; Bagian Hukum Dan Ham Kabupaten Gowa 
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 Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah pada tahun lalu di 
laksanakan pada 30 November sampai Desember tahun 2016 meliputi 7 
kecamatan yakni : 
1. Kecamatan Somba Opu 
2. Kecamatan Pallangga 
3. Kecamatan Bajeng 
4. Kecamatan Barombong 
5. Kecamatan Manuju 
6. Kecamatan Tombolo Pao 
7. Kecamatan Bungaya 
 
 Lebih lanjut terkait pemilihan peraturan daerah yang sosialisasikan 
oleh pemerintah kabupaten , Bapak Agus salim  selaku sekretaris 
kecamatan Somba Opu menyatakan bahwa :  
“Jadi setiap ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah 
akan disosialisasikan kekecamatan agar masyarakat tahu, jangan 
sampai ada peraturan yang bertentangan dengan masyarakat. 
Makanya setiap ada  peraturan daerah yang berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat maka akan di prioritaskan oleh pihak 
kabupaten  untuk di sosialisasikan kekecamatan. Makanya kami 
juga memaksimalkan untuk mengundang masyarakat setiap ada 
sosialisasi yang ingin di laksanakan, kita juga membantu 
pemerintah kabupaten agar sosialisasi ini bisa menyentuh seluruh 
elemen.” ( Wawancara , 10 April 2017, Pukul 15.00 Wita ) 
 
  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa 
setiap peraturan daerah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat 
kabupaten Gowa adalah peraturan yang berkaitan langsung dengan 
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masyarakat , Adapun  keputusan tersebut bertujuan  untuk menghindari 
adanya pertentangan di tengah masyarakat bila ada ketidak sepahaman 
terkait peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Hal ini di gunakan 
untuk mengantisipasi ketika adanya informasi yang simpang siur dapat 
mempengaruhi pemikiran masyarakat dan kemudian dapat menggiring 
opini masyarakat untuk menentang aturan tersebut. 
 Selain itu dari hasil wawancara di atas dapat pula kita lihat bahwa 
peran kecamatan dalam membantu memaksimalkan penyampaian 
informasi terkait peraturan daerah sangatlah besar, hal ini disebabkan 
karena kecamatan harus memilah dengan baik peserta  yang di undang 
untuk mengahadiri forum sosialisasi peraturan daerah di kabupaten Gowa. 
Bila kecamatan tidak melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan atau 
desa dengan baik, maka besar kemungkinan sosialisasi ini tidak akan -
maksimal, sebab  Peserta yang di harapkan hadir adalah orang - orang 
yang memiliki pengaruh besar terhadap di lingkungan masyarakat dan 
memiliki akses yang luas untuk melakukan komunikasi dengan 









Gambar. 3 Pelaksanaan Sosialisasi Di kecamatan Somba Opu 
 
 





Gambar.4  Pelaksanaan Sosialisasi Di kecamatan bajeng  
 






Gambar. 5. Daftar Hadir Sosialisasi Di Kecamatan Bajeng 
 




4.4.1.2. Pemanfaatan Media cetak dan elektronik serta 
Website dalam sosialisasi oleh bagian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
  
 Sebagaimana pendapat Josef Mario Monteiro (2016:119) ada 
beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna 
menyebarluaskan peraturan daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh 
kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan memanfaatkan lebih 
banyak meode dalam sosialisasi peraturan daerah maka akan semakin 
besar kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memahami peraturan 
daerah tersebut.  
 Dalam era modern ini penyebaran informasi melalui media-media 
elektronik maupun internet saat ini dinilai sebagai cara yang paling efektif 
dan cepat untuk menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini tidak lain karena 
semakin tingginya jumlah pengguna internet dewasa ini. Untuk itu sudah 
seharusnya pemerintah di Indonesia dan pemerintah di kabupaten gowa 
khususnya bisa memanfaatkan metode lain guna memaksimalkan 
penyebaran informasi kepada masyarakat. 
 Sebagaimana penjelasan oleh ibu Farida Dawi selaku kepala 
bagian hukum dan HAM  terkait penggunaan metode sosialisasi melalui 
media elektronik maupun media cetak sebagai berikut ; 
 “Kalau secara resmi kita belum bekerja sama dengan media 
elektronik ataupun cetak karena ini terkait anggaran kan 
sedangkan kita punya anggaran juga ada keterbatasan, tetapi 
kan yang namanya orang media kan sumber keuntungan buat 
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mereka karena mereka yang mencari bahan berita, otomatis  
baru di bahas di DPRD saja mereka sudah naikkan mungkin 
kalau  sudah bentuk Perda di naikkan lagi, seperti Koran - Koran 
lokal itu langsung naikkan secara independen.” ( wawancara 27 
Maret 2017, pukul  
   
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa 
metode sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak belum di 
lakukan di kabupaten Gowa, hal ini karena secara resmi belum adanya 
kesepakatan yang terjalin antara pihak bagian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dengan pihak manajemen media elektronik maupun media cetak 
untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. 
Tidak adanya kesepakatan untuk menjalin kerja sama disebabkan adanya 
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh bagian hukum dan Hak Asasi 
Manusia sehingga tidak dapat memberikan bayaran ataupun Fee kepada 
pihak media untuk memasukkan konten peraturan daerah kedalam bahan 
beritanya tersebut. 
 Selain itu dapat pula diketahui bahwa dengan adanya 
keterbatasan dana yang dimiliki oleh bagian hukum dan HAM  
menyebabkan mereka hanya memanfaatkan sikap independensi dari 
pihak media dalam memenuhi kebutuhannya untuk mengumpulkan berita 
guna di muat dalam surat kabar maupun televisi. Dikatakan bahwa pihak 
media secara pribadi datang pada saat pembahasan ranperda di DPRD 
tanpa adanya permintaan langsung dari pihak pemerintah kemudian hasil 
91 
 
dari peliputan kemudian di naikkan kedalam bahan berita untuk 
masyarakat kabupaten Gowa. 
 
 Lebih lanjut penjelasan oleh ibu Emy Pratiwi selaku kepala bidang 
komunikasi di dinas komunikasi, informatika dan persadian kabupaten 
Gowa, tentang Sosialisasi peraturan daerah melalui website kabupaten 
Gowa  yang menyatakan Bahwa ; 
   “Terkait dengan sosialisasi perda memang kita mempunyai 
tugas untuk penyebaran informasi kepada masyarakat, salah 
satu media kami adalah website,Kami saat ini mengakui bahwa 
pengelolaan website kabupaten gowa masih belum maksimal, 
Hal ini terjadi karena dulu  website itu tidak masuk dalam 
bagian dinas komunikasi dulunya masuk di kantor PDE atau 
perpustakaan dan Eleketronik, tapi sekarang telah masuk 
dalam struktur kominfo  makanya sekarang dengan 
diharapkannya di bentuk PPID ini akan membantu lancarnya 
informasi untuk di muat dalam website kabupaten gowa, tapi 
karena persoalan dinas ini baru dibentuk maka mungkin perlu 
waktu agar bisa maksimal kinerja kami mungkin di akhir tahun 
baru dapat maksimal.  maka dari itu kita rencanakan  website 
itu tidak hanya berisikan data statis tapi juga berisi data dinamis 
seandainya ada masyarakat yang menginginkan informasi 
tertentu bisa di penuhi oleh kami..” 
 
 Dari penjelasan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa 
Dinas komunikasi sebagai pihak pengelola website kabupaten Gowa 
belum mengelola sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena 
sebelumnya pengelola website tidak di bawahi langsung oleh bidang 
komunikasi yang saat itu masih bergabung dalam satu kantor dengan 
dinas perhubungan. Setalah dinas perhubungan dan dinas komunikasi di 
pisahkan pada bulan januari 2017  lalu, maka kemudian pengelola website 
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kabupaten gowa masuk kedalam strutur kerja dinas komunikasi 
informastika dan persandian. 
 Dapat pula diketahui bahwa untuk memaksimalkan penggunaan 
website kabupaten gowa maka akan di bentuk Pejabat pengelola 
informasi dan Dokumentasi yang di mana anggotanya berasal dari humas 
setiap instansi yang ada di kabupaten gowa tugas dari PPID ini adalah 
untuk mengumpulkan informasi yang di dapatkan dari masing-masing 
instansi ataupun informasi dari masyarakat yang kemudian akan di kelola 
untuk di sebarkan secara luas kepada masyarakat. Jadi ketika  ada 
infromasi dari masyarakat  akan di tindak lanjuti untuk kemudian akan di 
sebarkan kembali kepada masyarakat, begitupun dari PPID kepada 
masyarakat di harapkan akan ada penyegaran informasi yang ada jadi 
tidak akan keterlambatan informasi sebab data di umumkan secara 
transparan dan cepat kepada masyarakat. 
 
4.4.2. Metode Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Oleh 
Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Sekretariat 
Dewan Kabupaten Gowa 
  
 Bagian hukum dan Perundang-undangan  yang merupakan 
bagian dari organisasi kerja sekretariat Dewan  kabupaten Gowa adalah 
sebagai pihak yang selain bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang  
memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang 
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telah di sepakati oleh pihak kepala daerah dan DPRD kabupaten Gowa 
sebagaimana tertuang dalam tugas dari bagian hukum dan Perundang-
undangan yakni : Menghimpun, mendokumentasikan dan 
mensosialisasikan rancangan produk hukum, seperti peraturan daerah, 
peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati 
 
 Sebagai salah satu pihak yang bertugas dalam publikasi produk-
produk hukum di kabupaten Gowa maka bagian hukum dan Perundang-
undangan memiliki peranan besar dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan daerah yang telah diundangkan oleh pemerintah kabupaten 
Gowa, dan terkait pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah selama ini 
telah di laksanakan setiap tahunnya oleh bagian hukum dan Perundang-
undangan sebagai sebuah kewajiban dalam bertugas. 
 
 Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hj. Syamsuharni Dg. Taco  
selaku ketua Badan legislasi DPRD Kabupaten Gowa, yakni Sebagai 
Berikut ; 
  “Jadi disetiap tahunnya program dari DPRD kabupaten 
Gowa, terkhusus badan pembentukan peraturan daerah memang 
punya jadwal sendiri untuk mensosialisasikan seluruh peraturan baik 
yang masih dalam bentuk prolegda, berbentuk ranperda hingga 
menjadi perda kita sosialisasikan bersama bagian Hukum dan 
beberapa anggota legislative lain yang berasal dari komisi terkait  
untuk mendapat masukan dari masyarakat dan kemudian di sebarkan 
kepada masyarakat sesuai jadwal kita tersendiri. Begitupun dengan 
pemerintah kabupaten juga melakukan sosialisasi tersendiri melalui 
badan hukum di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten gowa” 




 Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa sosialisasi 
peraturan daerah telah dilaksanakan sejauh ini oleh pihak bagian hukum 
dan Perundang-undangan baik saat masih dalam prolegda, berbentuk 
ranperda sampai pada sah menjadi sebuah peraturan daerah. Sosialisasi  
di lakukan berdasarkan jadwal yang telah di sepakati dengan bagian 
Hukum Dan perundang- undangan. 
 Selain itu juga dapat diketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan 
sosialisasi peraturan daerah oleh bagian hukum dan Perundang-
undangan selalu mengajak pihak  dari badan legislasi dan juga perwakilan 
dari anngota dewan dari komisi yang terkait dengan aturan yang akan 
disosialisasikan. Sehingga di harapkan bahwa sosialisasi tersebut dapat 
berjalan lancar dan lebih mudah untuk di pahami oleh pihak yang hadir 
dalam forum tersebut. 
 
 Lebih lanjut di jelaskan oleh Bapak H. M. Arifin selaku kepala 
bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Kabupaten 
Gowa  dalam kutipan wawancara yakni sebagi berikut : 
   “ Setiap tahun kami selalu melaksanakan Sosialisasi adapun 
waktunya itu selalu Setiap bulan September, jadi setiap tahunnya 
kita rutin lakukan di bulan September, kemarin itu perda tentang 
desa yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasinya di 
lakukan di kantor kecamatan  ” ( wawancara, 28 Maret  2017, 





 Senada dengan penjelasan di atas, Karmila, S.Sos selaku lurah 
Katangka juga membenarkan sosialisasi yang di laksanakan di kabupaten 
Gowa, Dalam Penjelasannya sebagai Berikut : 
 “ Setiap Tahun memang selalu di laksanakan sosialisasi di 
kecamatan baik dari pihak kabupaten maupun dari pihak DPRD , 
dan kami selalu di undang untuk menghadiri sosialisasi tersebut. 
jadi bukan hanya sosialisasi perda saja, sosialisasi program kerja 
juga sering dilaksankan, dan kami selalu di undang selama ini.” ( 
Wawancara, 12 April 2017, pukul 11.00 Wita ). 
  
 Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa 
pernyatan tersebut menguatkan pernyataan sebelumnya terkait sosialisasi 
peraturan daerah memang benar di laksanakan oleh pihak pemerintah 
DPRD yang mana di wakili oleh bagian hukum dan perundang-undangan 
sekretariat Dewan kabupaten Gowa yang secara rutin di laksanakan di 
setiap kecamatan yang ada di kabupaten Gowa. 
 Sosialisasi yang di lakukan oleh pihak DPRD bukan hanya soal 
terlaksananya suatu proses sosialisasi, lebih dari itu yang lebih penting 
adalah bagaimana suatu peraturan daerah tersebut dapat menyebar 
kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dengan harapan 
bahwa masyarakat mendapatkan hak nya dalam hal kebutuhan informasi 
yang di jamin oleh Negara melalui Undang-Undang. 
  Dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah salah satu hal 
yang penting adalah mengenai metode yang di gunakan oleh pihak 
sosialitator . karena hal ini turut menentukan keefektifan dan keberhasilan 
dari pemerintah guna memberikan informasi secara merata dan 
menyeluruh kepada masyarakat sehingga di harapkan ketertiban dan 
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ketaatan akan peraturan yang ada di wilayahnya dapat di pahami dan di 
taati oleh masyarakat umum. 
   
 Mengenai metode yang di gunakan oleh Bagian Hukum dan 
perundang-undangan dalam mensosialisasikan peraturan Daerah, Bapak 
Muh. Syafaat selaku kepala subag Produk Hukum menjelaskan sebagai 
berikut : 
“Kita sosialisasi di setiap kecamatan , kan kecamatan punya 
aula masing-masing, cara sosialisasinya itu dengan bertatap muka 
langsung dengan masyarakat, yang di hadiri pihak yang di anggap 
dapat mewakili masyarakat yang tidak hadir. Pematerinya itu dari 
pihak anggota dewan yang biasanya di wakili oleh badan legislasi 
dan komisi terkait. Setelah pemaparan selesai kami menbuka sesi 
tanya jawab dengan tujuan agar kiranya masyarakat bisa 
mendapatkan pemahaman secara utuh sehingga tidak ada 
misskomunikasi yang terjadi” ( Wawancara 27 Maret 2017, Pukul 
13.00 Wita) 
 
 Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa metode 
sosialisasi yang di gunakan oleh bagian Hukum dan Perundang-undangan 
adalah melalui sosialisasi secara langsung di kantor-kantor kecamatan 
yang ada di kabupaten Gowa yang biasanya di laksanakan di aula 
kecamatan. Kemudian , yang menjadi pemateri atau pembicara di setiap 
pelaksanaan sosialisasi adalah dari pihak badan legislasi dan juga 
anggota dewan yang merupakan perwakilan dari komisi yang terkait 
dengan aturan tersebut, guna menjelaskan apa maksud dan tujuan dari di 
buatnya aturan tersebut. Penentuan ini di dasari atas kaitan komisi 
dengan aturan yang disosialisasikan dan nantinya akan menjadi 
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pengawas dari isi peraturan daerah yang berlaku sehingga di anggap 
memiliki kapabilitas dalam menjelaskan isi dan makna yang terkandung 
dalam aturan tersebut. 
 Selain itu dapat di ketahui juga bahwa dalam proses sosialisasi 
peraturan daerah tersebut masyarakat yang hadir dalam forum di berikan 
kesempatan untuk mempertanyakan hal yang masih kurang di pahami 
dan meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan adanya sesi untuk bertanya 
atau pun berdiskusi di harapkan masyarakat yang hadir dapat paham 
dengan maksud dan tujuan perda tersebut. Setelah mendapatkan 
penjelasan dari pihak pemateri masyarakat di himbau agar dapat 
menyampaikan pokok-pokok atau isi dari peraturan daerah yang telah di 
sosialisasikan sebelumnya, dengan tujuan bahwa masyarakat yang tidak 
di undang untuk menghadiri forum sosialisasi juga dapat mengetahui dan 
memahami informasi seputar peraturan daerah yang telah di 
sosialisasikan di tingkat kecamatan. 
 
 Lebih lanjut terkait sumber anggaran yang di gunakan dalam 
mensosialisasikan peraturan daerah, Bapak Muh. Arifin selaku Kepala 
Bagian Hukum Dan perundang-undangan menyatakan Bahwa : 
 “Setiap Kita melakukan sosialisasi segala bentuk 
pengeluaran itu jelas kami yang tanggung karena ini tugas kami, 
tidak mungkin kita membebankan pihak kecamatan , kita hanya 
meminta bantuan dari pihak kecamatan hanya untuk 
mengumpulkan masyarakat sebagai peserta sosialisasi.”                        





 Berdasarkan Hasil Wawancara di atas dapat di ketahui bahwa  
anggaran yang di pergunakan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi 
peraturan daerah selama ini berasal dari Sekretariat Dewan yakni bagian 
hukum dan Perundang-undangan , seluruh biaya dan pengeluaran selama 
proses sosialisasi di laksanakan seluruhnya di tanggung oleh pihak 
Bagian hukum Dan Perundang-undangan. pihak kecamatan yang menjadi 
pihak pengumpul massa di mana di laksanakannya sosialisasi tidak 
memiliki tanggung jawab sedikit pun terkait anggaran kegiatan. pihak 
kecamatan hanya memiliki tugas untuk mengundang perwakilan 
masyarakat yang di anggap memiliki pengaruh besar di lingkungan 
masyarakat seperti Lurah atau kepala desa, pimpinan lembaga 
masyarakat, kepala-kepala lingkungan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat 
lainnya, dengan tujuan akan mempermudah proses sosialisasi lanjutan di 
tingkat kecamatan kebawah. 
  
4.4.2.1.  Pelaksanaan Sosialisasi terhadap peraturan 
daerah tahun 2015 dan tahun 2016 
 
 Dalam Pelaksanaan Sosialisasi yang di lakukan Pada periode 
tahun 2015-2016 adalah sebanyak 22 buah perda yang terbagi menjadi 
10 perda yang di sahkan pada tahun 2015 dan 12 perda yang di sahkan 
pada tahun 2016. kemudian beberapa dari perda yang telah di sahkan itu 
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di sosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat 
dapat mengetahui dan memahami maksud dari peraturan daerah tersebut.  
 Dalam penjelasannya terkait proses sosialisasi perda tahun 2015 
dan 2016 yang telah di laksanakan, Bapak H.M Arifin   selaku kepala 
bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Adalah sebagai berikut : 
 “ Kalau yang sudah di sosialisasikan itu perda 2015 yang di 
sosialisasikan tahun lalu bulan september, jadi perda tahun 2016 ya nanti 
bulan September lagi. Kalo kita setiap tahun laksanakan Cuma 9 
kecamatan,  jadi setelah itu tahun berikutnya 9 kecamatan yang lain kita 
tempati untuk sosialisasi, jadi istilahnya rolling karena tidak  cukup dana 
apalagi soal sumber daya manusia, kita disini Cuma ada 4 orang dek coba 
fikir ini masalah utama kami . Tahun lalu itu kita sosialisasi 7 perda 
semuanya kaitannya dengan desa , sosialisasinya itu tepatnya bulan 
September di 9 kecamatan.Nah khusus tahun ini kita ikut sosialisasikan 
perda LAD yang seharusnya nanti tahun 2017 kita sosialisasikan, tapi 
karena ada kegaduhan terkait perda ini makanya kita insiatif untuk 
memberikan penjelasan yang jelas ke masyarakat biar tidak ada lagi 
perselisihan , apalagi sampai kerusuhan seperti yang terjadi di kantor 
kami.   ( wawancara 28 maret 2017 pukul 14.00 Wita) 
.  
 Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap 
tahun perda yang lahir akan di sosialisasikan kepada masyarakat pada 
tahun berikutnya  , setiap tahunnya perda tersebut  di sosialisasikan di 9 
kecamatan di kabupaten Gowa, di  karenakan ada keterbatasan Anggaran 
dan Sumber daya Manusia pada bagian hukum dan Perundang-undangan 
maka pihak DPRD tidak mensosialisasikan semua peraturan daerah yang 
telah di tetapkan kepada masyarakat. Terdapat 7 perda yang 
disosialisasikan pada tahun lalu, dan khusus untuk perda No. 5 tahun 
2016 tentang Lembaga Adat Daerah di putuskan untuk ikut 
disosialisasikan dengan tujuan meluruskan pemahaman masyarakat agar 
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 Sumber : Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan 
DPRD Kabupaten Gowa 
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Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2016 
Kecamatan Tanggal Jam Tempat Pemateri 
Tombolo Pao Selasa, 6 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Parigi Rabu, 7 September 
2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Bajeng Rabu, 14 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Bajeng Barat Kamis, 15 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Bungaya Senin, 19 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Pattallassang Selasa, 20 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Bontonompo Rabu, 21 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Pallagga Kamis, 22 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
Barombong Kamis,22 
September 2016 




Bapperda Kab. Gowa 
 Sumber : Bagian Hukum Dan Perundang-undangan 
DPRD Kabupaten Gowa 
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 Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah pada tahun lalu di 
laksanakan pada tanggal 6 – 22   september 2016 dengan 
mensosialisasikan sebanyak 7 Perda yang  meliputi 9 kecamatan yakni : 
1. Kecamatan Tombolo Pao 
2. Kecamatan Parigi 
3. Kecamatan Bajeng 
4. Kecamatan Bajeng Barat 
5. Kecamatan Bungaya 
6. Kecamatan Pattallassang 
7. Kecamatan Bontonompo 
8. Kecamatan Pallangga 
9. Kecamatan Barombong 
 
 Lebih lanjut terkait pemilihan peraturan daerah yang sosialisasikan 
oleh pemerintah kabupaten , Bapak Agus salim  selaku sekretaris 
kecamatan Somba Opu menyatakan bahwa :  
“Jadi setiap ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah 
akan disosialisasikan kekecamatan agar masyarakat tahu, jangan 
sampai ada peraturan yang bertentangan dengan masyarakat. 
Makanya setiap ada  peraturan daerah yang berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat maka akan di prioritaskan oleh pihak 
kabupaten  untuk di sosialisasikan kekecamatan. Makanya kami 
juga memaksimalkan untuk mengundang masyarakat setiap ada 
sosialisasi yang ingin di laksanakan, kita juga membantu 
pemerintah kabupaten agar sosialisasi ini bisa menyentuh seluruh 




  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa 
setiap peraturan daerah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat 
kabupaten Gowa adalah peraturan yang berkaitan langsung dengan 
masyarakat , Adapun  keputusan tersebut bertujuan  untuk menghindari 
adanya pertentangan di tengah masyarakat bila ada ketidak sepahaman 
terkait peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Hal ini di gunakan 
untuk mengantisipasi ketika adanya informasi yang simpang siur dapat 
mempengaruhi pemikiran masyarakat dan kemudian dapat menggiring 
opini masyarakat untuk menentang aturan tersebut. 
 Selain itu dari hasil wawancara di atas dapat pula kita lihat bahwa 
peran kecamatan dalam membantu memaksimalkan penyampaian 
informasi terkait peraturan daerah sangatlah besar, hal ini disebabkan 
karena kecamatan harus memilah dengan baik peserta  yang di undang 
untuk mengahadiri forum sosialisasi peraturan daerah di kabupaten Gowa. 
Bila kecamatan tidak melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan atau 
desa dengan baik, maka besar kemungkinan sosialisasi ini tidak akan -
maksimal, sebab  Peserta yang di harapkan hadir adalah orang - orang 
yang memiliki pengaruh besar terhadap di lingkungan masyarakat dan 
memiliki akses yang luas untuk melakukan komunikasi dengan 






Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi DI Kecamatan Barombong 
 
 
 Sumber : Bagian Hukum Dan Perundang-undangan 




Gambar. 7 Pelaksanaan Sosialisasi Di Kecamatan Pallangga 
 
 
 Sumber : Bagian Hukum Dan Perundang-undangan 




Gambar 8. Daftar HAdir Sosialisasi Di Kecamatan Bajeng
 
 Sumber : Bagian Hukum Dan Perundang-undangan 




4.4.2.2. Pemanfaatan Media cetak dan elektronik serta 
Website dalam sosialisasi oleh bagian Hukum dan 
Perundang-undangan 
  
 Sebagaimana pendapat Josef Mario Monteiro (2016:119) ada 
beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna 
menyebarluaskan peraturan daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh 
kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan memanfaatkan lebih 
banyak meode dalam sosialisasi peraturan daerah maka akan semakin 
besar kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memahami peraturan 
daerah tersebut.  
 Dalam era modern ini penyebaran informasi melalui media-media 
elektronik maupun internet saat ini dinilai sebagai cara yang paling efektif 
dan cepat untuk menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini tidak lain karena 
semakin tingginya jumlah pengguna internet dewasa ini. Untuk itu sudah 
seharusnya pemerintah di Indonesia dan pemerintah di kabupaten gowa 
khususnya bisa memanfaatkan metode lain guna memaksimalkan 
penyebaran informasi kepada masyarakat. 
 Sebagaimana penjelasan oleh Bapak Muh. Syafaat selaku kepala 
subag Produk Hukum terkait penjelasan kerja sama dengan media guna 
menjalankan metode sosialisasi melalui media elektronik maupun media 




 “Kata melibatkan disini sebenarnya tidak, tapi kalo media ikut 
kita juga tidak larang, jadi artinya dia inisiatif sendiri, karena 
bahasanya kalo kita minta kan otomatis ada biaya yang di 
bebankan kepada kita. Biasanya mereka secara independen 
mencari berita kalo ada perda yang terbit. Kalo website, kita 
punya sebenarnya website sendiri , tapi sekarang kita juga tidak 
tahu perkembangannya seperti apa sekarang, mungkin Karena 
SDM disini yang menguasai bidang IT tidak ada makanya 
terbengkalai itu sekarang website DPRD.”( wawancara 28 Maret 
2017, pukul 13.00 Wita ) 
   
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa 
metode sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak belum di 
laksanakan secara terorganisir karena tidak ada kerja sama secara 
langsung dengan pihak media dengan pihak bagian Hukum dan 
Perundang-undangan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat luas. Tidak adanya kesepakatan untuk menjalin kerja sama 
disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh bagian 
hukum dan Perundang-undangan. 
 Selain itu dapat pula diketahui bahwa dengan adanya 
keterbatasan dana yang dimiliki oleh bagian hukum dan Perundang-
undangan menyebabkan mereka hanya memanfaatkan sikap 
independensi dari pihak media dalam memenuhi kebutuhannya untuk 
mengumpulkan berita guna di muat dalam surat kabar maupun televisi. 
Dikatakan bahwa pihak media secara pribadi datang pada saat 
pembahasan ranperda di DPRD tanpa adanya permintaan langsung dari 
pihak pemerintah kemudian hasil dari peliputan kemudian di naikkan 




 Terkait pemanfaatan website DPRD kabupaten Gowa tidak dapat 
di lakukan karena tidak adanya pihak yang dapat mengelola website 
tersebut. Hal ini disebabkan Sumber daya Manusia di sekretariat dewan 
Kabupaten Gowa Tidak Memiliki kualitas pengetahuan akan bidang 
infromasi dan Teknologi , sehingga sampai pada saat ini website resmi 
DPRD kabupaten Gowa terbengkalai dan tidak ada perkembangan untuk 
kemudian dapat di gunakan sebagai salah satu metode menyebarluaskan 
infromasi terkait Peraturan Daerah. 
 
4.5. Dampak Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Masyarakat 
tentang Peraturan Daerah  
  
   Sosialisasi yang di lakukan oleh bagian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sekretariat Kabupaten serta bagian Hukum dan 
Perundang-undangan sekretariat Dewan kabupaten Gowa hanyalah 
sampai pada tingkat kecamatan , dimana saat sosialisasi tingkat 
kecamatan hanya perwakilan masyarakat yang hadir di forum tersebut. 
melalui forum kemudian di himbau agar seluruh peserta sosialisasi dapat 
menyampaikan kembali hasil pembahasan kepada masyarakat yang 
kiranya tidak sempat untuk di hadirkan didalam forum sosialisasi. Maka 
disini di perlukan kembali peran dari masing-masing lurah ataupun kepala 
desa untuk bisa memanfaatkan perangkat kerjanya seperti kepala 
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lingkungan maupun kepala dusun agar dapat menjadi penyambug lidah 
bagi masyarakat lainnya. 
 Dalam penjelasannya mengenai peran kelurahan dalam 
melakukan sosiliasasi lanjutan tingkat kelurahan kebawah, Bapak Andi. 
Syahrul fitriawan selaku sekretaris lurah borongloe mengatakan : 
 “  Setelah mengikuti sosialisasi di tingkat kecamatan , pihak 
kelurahan bersama seluruh perangkat termasuk  kepala 
lingkungan, rt/ rw dan tokoh masyarakat lainnya  kita himbau untuk 
bersama-sama  dapat menyampaikan kepada masyarakat, setiap 
ada kegiatan atau acara, kita juga mengarahkan untuk di lakukan 
sosialisasi saat momen shalat jumat atau jumat ibadah ,selalu itu 
kita berusaha untuk menyisipkan informasi perda itu.( wawancara , 
10 April 2017 , Pukul 14. 00 Wita ) 
 
 Senada dengan penjelasan di atas , Bapak Asdar, S.Sos selaku 
staff Kelurahan Tamaona , menjelaskan Bahwa : 
 “ Setiap Mengikuti sosialisasi perda itu kita selalu berusaha untuk 
memaksimalkan penyampaian kembali kepada masyarakat yang 
tidak hadir di kegiatan tersebut, itulah tugas bagi para tokoh 
masyarakat termasuk kepala dusun dan lingkungan kita arahkan 
untuk bisa sampaikan kemasyarakat minimal tetangga terdekatnya, 
tapi ada juga yang inisiatif untuk sampaikan di forum sholat jumat “. 
( wawancara , 29 Maret 2017, Pukul 12.00 Wita). 
 
 Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pihak 
kelurahan borongloe maupun pihak kelurahan Tamaona menindak lanjuti 
sosilisasi yang telah di laksanakan di tingkat kecamatan. Bersama dengan 
seluruh perangkat kerja yang ada di lingkup kelurahan borongloe 
melakukan koordinasi dan menghimbau kepada mereka yang hadir untuk 
menyampaikan informasi yang di dapatkan dalam forum sosialisasi  untuk 
bisa di sampaikan kepada masyarakat yang tidak hadir. Dengan begitu di 
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harapkan bahwa penyebaran informasi dapat menyentuh seluruh elemen 
masyarakat. Terkait momen kegiatan yang di gunakan untuk menyisipkan 
informasi tentang peraturan daerah yakni saat jumat ibadah maupun 
setelah selesai dilaksanakannya sholat jumat berjamaah di mesjid. 
 
    Berbeda dengan kelurahan borongloe dan Tamaona, sekretaris 
desa Taeng bapak Kasim beta menjelaskan tentang peran pemerintah 
desa terkait tindak lanjut sosialisasi di tingkat kecamatan bahwa : 
 “Kalau sosialisasi di tingkat desa sini, terus terang saja untuk 
saat ini belum, karena belum ada juga prosedur resmi tentang itu, 
jadi hanya sebatas tingkat kecamatan, jadi teman teman yang hadir 
sosialisasi kecamatan paling menyampaikan kemasyarakat, tapi 
kalo pihak desa turun tangan memang belum. Sebenarnya 
pemerintah desa sendiri saja tidak tahu ada berapa perda yang ada 
di kabuapten gowa, makanya kita selalu maksimalkan perwakilan 
disetiap sosialisasi yang dilaksanakan. Karena kalau kita lihat 
website pemerintah gowa sendiri kan terakhir  cuma perda tahun 
2013 , ini kan aneh dengan canggihnya perkembangan teknologi 
tidak dapat di maksimalkan untuk membantu sosialisasi kepada 
masyarakat. Ini kesulitan juga yang terjadi ketika kami mau 
menyususun apbdes namun ketika kami mau cari referensi.               
( Wawancara, 15 April 2017 , Pukul 14.00 Wita ) 
  
  Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa di desa 
taeng tidak ada koordinasi dalam lingkup perangkat kerja untuk 
mensosialisasikan lebih lanjut peraturan daerah yang di sampaikan pada 
tingkat kecamatan. Pihak desa mengungkapkan bahwa belum ada aturan 
ataupun prosedur yang jelas dari pihak kabupaten untuk tata cara yang di 
lakukan untuk menindaklanjuti peraturan daerah yang disosialisasikan 
kepada masyarakat luas. Maka dari itu pihak desa belum turun tangan 
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secara langsung untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan hanya 
mengandalkan kepada perwakilan yang hadir untuk menyampaikan ke 
masyarakat lainnya dengan inisiatif sendiri. 
Dari wawancara di atas juga mengungkapkan bahwa pihak 
desa taeng  mengakui bahwa di organisasi mereka sendiri ada ketidak 
tahuan akan peraturan daerah yang ada di kabupaten gowa termasuk 
peraturan yang disosialisasikan oleh pihak kabupaten. Hal ini pun mejadi 
penghambat bagi desa untuk mencari referensi dalam penyusunan 
ABDES desa taeng di karenakan website resmi kabupaten Gowa pun 
tidak memuat semua perda di Gowa secara utuh. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan berikut 
beberapa pernyataan yang mengungkapkan sejauh mana masyarakat 
mengetahui  peraturan daerah yang di sosialisasikan oleh pemerintah 
kabupaten Gowa Tahun 2015-2016 . Untuk melihat bagaimana tingkat 
pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah maka perlu ada 
perbandingan data antara masyarakat yang di undang untuk menghadiri 
sosialisasi perda di tingkat kecamatan dan masyarakat yang tidak di 
undang untuk menhadiri sosialisasi perda. 
Berikut pernyataan dari beberapa masyarakat yang hadir dalam 
sosialisasi peraturan daerah terakhir yang di lakukan oleh pemerintah 
kabupaten Gowa : 
Pernyataan Pertama Oleh Bapak Ramli S, Ag Selaku Kepala 
Dusun Datarang DI Kelurahan Tamaona : 
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“ setiap tahun di adakan sosialisasi, tahun lalu itu dua sosialisasi 
yang di laksanakan di kantor kecamatan saya salah satu orang yang di 
undang untuk menghadiri sosialisasi. Memang setiap ada sosialisasi 
apapun termasuk juga musrembang saya selalu itu di undang. Kalo 
jumlah keseluruhan yang disosialisasikan kurang lebih 10 perda , iya dari 
dua sosialisasi itu, keseluruhannya itu. Kalo terkait isinya saya agak lupa 
dek. Ada ji itu datanya di kecamatan bisa nanti kita minta. Dan setiap ada 
yang disosialisasikan saya sampaikan lagi ke masyarakat di dusun saya, 
supaya merata informasinya. Biasa itu di acara sholat jumat atau kalo ada 
acara-acara perkumpulan seperti gotong royong saya sampaikan juga.” ( 
Wawancara , 29 Maret 2017, Pukul 17.30 Wita) 
 
Pernyataan Kedua Oleh Bapak Dg. Gassing Selaku Anggota BPD 
Desa Taeng : 
“ Iya jadi benar ada sosialisasi perda yang di laksanakan itu di 
kantor kecamatan, kebetulan yang terakhir saya juga menghadiri itu 
sosialisasinya. Kalo selesai sosialisasi saya sampaikan semua itu sama 
masyarakat sekitar sini, sampaikannya itu Cuma lewat mulut kemulut 
istilahnya, kan saya juga termasuk orang yang di tuakan disini, itu saja 
kepala desa sekarang saya yang rekomendasikan ke masyarakat. 
Makanya kalau ada informasi yang mau di tahu sama warga mereka ke 
saya semua untuk bertanya. Perda yang di sosialisasikan itu tahun lalu 
saya kurang ingat berapa persisnya itu, tapi saya sampaikan itu ke 
msayarakat, jadi bisa di katakan merata ji itu informasi perda di sini karena 
selalu saya sampaikan.” ( Wawancara, 14 April 2017, Pukul 14.00 Wita ) 
 
Pernyataan Ketiga Oleh Bapak Muh. Ari Selaku Tokoh Masyarakat 
Di Kelurahan Borongloe : 
“ Jadi memang betul bahwa setiap ada perda yang baru itu di 
sosialisasikan sama masyarakat biasanya di laksanakan di kantor 
kecamatan. Kalau Sosialisasi Perda yang terakhir itu dilaksanakan dua 
tahun yang lalu, dan saya hadiri itu, Cuma kalo tahun lalu tidak di 
laksanakan di kecamatan sini, Mungkin Bukan Gilirannya disini, meski 
seharusnya semua kecamatan yang ada itu di singgahi. Makanya saya 
tidak tahu banyak tentang perda tahun lalu. Yang saya tahu itu Cuma 
perda LAD sama Perda penyelenggaraan pelayanan publik kebetulan itu 
saya baca-baca Buku lembaran Daerah nya di kecamatan, kan setiap 
kecamatan itu di bagikan lembaran daerahnya dalam bentuk buku kecil 
itu, jadi kita dapat infonya dari situ saja. ( Wawancara ,  20 April 2017, 




Pernyataan Keempat Oleh Bapak  Drs. Muh . Rabbi Selaku Tokoh 
Masyarakat Di Kelurahan Katangka : 
“ Mengenai sosialisasi Peraturan daerah memang betul setiap 
tahun di laksanakan, baik itu dari pihak bupati ataupun pihak anggota 
dewan, pelaksanaannya itu di aula kecamatan somba opu, yang jelas 
bahwa setiap tahun pasti ada, pasti itu. Karena disini juga termasuk 
wilayah ibu kota kan jadi setiap ada sosialisasi itu pasti di masukkan. Nah 
saya mungkin salah satu yang selalu di undang untuk menghadiri selaku 
perwakilan dari kelurahan katangka. Kalau tidak salah itu ada 8 atau 9 
perda itu yang di sosialisasikan tahun lalu, Cuma saya rasa caranya itu 
kurang efektif , saya sendiri juga lupa lupa ingat apa isi perda perda yang 
di sosialisasikan pernah karena banyak kan , padahal kita di tuntut untuk 
sampaikan lagi ke masyarakat tapi tidak ada pegangan seperti draf atau 
buku. Sebenarnya ada buku Cuma untuk pihak kecamatan saja makanya 
susah untuk di sebarluaskan ke masyarakat sekitar kita juga. (wawancara, 
21 April 2017, Pukul 14.00 wita).  
 
Kemudian berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak 
pernah di undang untuk menghadiri sosialisasi peraturan daerah di tingkat 
kecamatan. Pernyataan pertama oleh Bapak H. Abd Kadir selaku Tokoh 
masyarakat kelurahan Tamaona : 
“ Setiap tahun saya selalu di undang oleh kecamatan untuk 
menghadiri sosialisasi perda itu, tapi karena kesibukan terkadang 
saya tidak datang, akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi hadir. Kalau 
ditanya soal peraturan daerah terakhir saya tidak tahu, karena 
terakhir yang saya ikuti itu saat sosialisasi tentang pendidikan gratis, 
sudah lama itu beberapa tahun yang lalu. Ketua RT pun juga nda 
pernah itu sampaikan informasi perda sama saya, nda pernah. Ya 
padahal penting bagi warga itu harusnya disampaikan tapi 
kenyataannya saya nda pernah di kasih tau . ( wawancara , 29 Maret 
2017, Pukul 13.00 Wita ) 
 
 Pernyataan Kedua oleh Bapak M. Yunus Dg. Mangka selaku tokoh 
masyarakat sekaligus Imam Dusun Gusung Taeng : 
“ Perda yang tahun lalu saya kurang tahu itu, masih kurang 
itu penyampaian infromasinya ke warga. Kalau yang saya tahu 
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sedikit itu tentang BPD , ya saya tahu sedikit soalnya kan istri saya 
itu ketuanya disini, saya tahunya dari dia. Tapi kalo yang yang lain 
saya kurang tau dek. Tidak ada juga sosialisasinya kewarga disini. 
Tidak benar itu kalau ada sosialisasi lewat forum sholat jumat, 
kalau ada pasti saya tahu, karena saya imamnya disini. Selama ini 
tidak pernah ada.( wawancara ,15 April 2017 Pukul 15.00 Wita) 
 
 Pernyataan Ketiga oleh Bapak Muh. Natsir  selaku tokoh 
masyarakat sekaligus mantan ketua LPMK kelurahan Borongloe: 
“ Waktu saya masih Aktif itu saya selalu tahu itu semua 
perda yang di sosialisasi, karena saya selalu di undang, seperti 
pendidikan gratis , sekolah tuntas berkelanjutan itu semua saya 
tahu dan selalu itu saya sampaikan ke warga  sekitar , kalau 
ketemu dijalankan biasa kita singgah cerita atau ada acara acara 
kita ikut ngumpul sambil cerita sisipkan juga info perda. Tapi 
semenjak saya berhenti menjabat tidak ada lagi, istilahnya sudah 
buta saya sama peraturan yang baru. RT RW disini juga saya lihat 
tidak pro aktif untuk sampaikan ke warga, kalau soal sosialisasi di 
mesjid saya nda pernah dapat , tapi biasanya itu yang 
disosialisasikan di mesjid soal kamtibmas saja, yang sampaikan 
juga kamtibmas kelurahan, yang polisi itu. Tapi kalo perda 
sepertinya belum .( wawancara 20 April 2017 Pukul 13.00 Wita) 
 
  Pernyataan Ke empat Oleh Bapak Ibrahim selaku tokoh 
masyarakat di kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu : 
   “ Saya kalau di tanya tentang tahu tidaknya perda terakhir 
yang disosialisasikan , jujur saja saya kurang tahu. Mungkin karena belum 
ada peyampaian yang saya dapat sejauh ini. Tapi kalau perda yang saya 
tahu itu yang perda LAD, ya saya tahu karena geger warga gara-gara itu 
apalagi sampai muncul di TV, saya kira pasti banyak yang tahu itu. Kalau 
di undang sosialisasi saya belum pernah , tapi seharusnya ada 
penyampaian yang sampai ke masyarakat yang tidak diundang, dan 
sejauh ini saya lihat tidak ada , belum ada. Penyampaian di mesjid juga 
belum pernah saya dapatkan itu. Paling juga yang saya dapat polisi 
penyampaian soal keamanan , bahwa banyak pencurian akhir-akhir ini.( 
Wawancara 21 April 2017 Pukul 15.00 Wita ) 
 
 
  Dari keseluruhan  pernyataan yang di kemukakan oleh warga 
masyarakat baik yang pernah di undang untuk menghadiri sosialisasi 
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maupun yang tidak  di masing-masing kelurahan/desa dapat kita lihat 
bahwa masih tergolong rendah pengetahuan masyarakat terhadap 
peraturan daerah yang di sosialisasikan oleh pemerintah Daerah 
kabupaten Gowa. Hal ini membuktikan bahwa selama ini metode yang di 
gunakan baik oleh bagian hukum dan Hak Asasi Manusia  sekretariat 
kabupaten maupun bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat 
dewan  kabupaten Gowa belum efektif untuk bisa memberikan informasi 
sekaligus memberikan pemahaman kepada  masyarakat terkait peraturan 
daerah yang telah berlaku. 
  
  Terkait masih kurang maksimalnya penyebaran informasi tentang 
peraturan daerah , bapak Astan, S.Sos memberikan penjelasannya 
bahwa: 
  
  “Sebenarnya masih banyak masyarakat di luar sana yang 
belum tersentuh informasi tentang perda, kalo saya memandang 
penyebab dari hal ini tidak lepas dari cara yang di pakai ini hanya itu-
itu saja, harusnya adalah inovasi yang di pakai oleh pemerintah 
kabupaten, karena kalau hanya mengandalkan sosialisasi di 
kecamatan saja yang hadir itu nantinya juga akan lupa , jadi kalo 
saya berpandangan harus ada cara di mana masarakat bisa 
mengakses info kapanpun mereka mau. Kemudian penyebab yang 
lain juga terkadang masyarakat kan masih awam , yang ngerti 
mungkin ada itu pun tidak seberapa tapi kebanyakan masyarakat itu 
menerima saja tanpa banyak berkomentar dan secara umum tidak 
memahami apa maksud dan tujuan dari perda ini maka perlu juga 
ada dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mencari info 
perda ini. Ini sangat penting menurut saya. ( wawancara, 29 Maret 
2017, Pukul 12.00 Wita) 
 
  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa ada 
hal-hal yang menjadi penyebab kurang maksimalnya sosialisasi peraturan 
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daerah, yakni karena kurang efektifnya metode yang digunakan oleh 
pemerintah dan juga masyarakat yang masih kurang inisiatif untuk 
mencari informasi tentang perda. Maka dari itu sangat di perlukan sebuah 
evaluasi oleh pihak kepala daerah maupun pihak DPRD kabupaten Gowa 
terkait metode dan strategi khusus dalam mensosialisasikan peraturan 
daerahnya.  Sehingga kedepannya informasi perda dapat mencakup 
seluruh elemen masyarakat. Melihat kenyataan ini ada baiknya untuk 
pihak kabupaten maupun DPRD memperbanyak metode sosialisasinya 
sebab akan semakin mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian 
tujuan yang ingin di capai terkait sosialisasi peraturan daerah, salah satu 
yang paling memungkinkan adalah melalui internet atau website resmi , 
sehingga masyarakat bisa mengakses kapan pun mereka membutuhkan 
informasi tersebut. Dengan demikian, di harapkan bahwa  metode 
tersebut  mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi 
sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi di masa yang akan 












Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan 
maka pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 
hasil penelitian sebagai berikut :  
5.1. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan sosialisasi oleh bagian Hukum dan Hak asasi Manusia 
Pada Tahun 2016 menggunakan metode sosialiasasi Langsung , 
yang Diselenggarakan Pada November sampai desember 2016 
dengan mensosialisasikan 10 Perda yang di sahkan pada tahun 
2015 . sosialisasi di lakukan di 7 kecamatan di kabupaten Gowa 
dengan melibatkan instansi pemerintah terkait sebagai sosialitator 
dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi. Bagian Hukum dan 
HAM belum menggunakan media elektronik dan internet secara 
maksimal karena terkendala masalah anggaran kegiatan.Sementara 
pelaksanaan sosialisasi oleh bagian Hukum dan Perundang-
undangan Pada Tahun 2016 menggunakan metode sosialiasasi 
Langsung , yang Diselenggarakan Pada September 2016 dengan 
mensosialisasikan perda 6 perda tahun 2015 dan 1 perda tahun 
2016 . sosialisasi di lakukan di 9 kecamatan di kabupaten Gowa 
dengan melibatkan Badan Legislasi dan komisi terkait di DPRD 
sebagai sosialitator dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi. 
Bagian Hukum dan Perundang-undangan  belum menggunakan 
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media elektronik dan internet secara maksimal karena terkendala 
masalah anggaran kegiatan dan sumber daya manusia. 
2. Dampak sosialisasi terhadap pengetahuan masyarakat masih 
tergolong rendah di sebabkan masih banyak warga masyarakat yang 
tidak mendapatkan informasi terkait peraturan daerah yang ada di 
kabupaten Gowa, Hal ini disebabkan karena keterbatasan metode 
oleh pemerintah yang menyebabkan sosialisasi menjadi tidak efektif 
dan masih kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap peraturan 
daerah  yang berlaku. 
5.2. Saran 
1. Pemerintah Daerah perlu menambah metode yang digunakan 
dalam mensosialisasikan peraturan daerah , hal ini bertujuan agar 
maksimalisasi tujuan dari sosialisasi tersebut dapat tercapai 
sehingga   pemahaman akan maksud dan tujuan dari peraturan 
daerah dapat sampai kepada masyarakat. Salah satu metode yang 
paling memungkinkan untuk di gunakan dengan pertimbangan 
efektivitas dan efisiensi adalah memaksimalkan penyebaran 
infromasi melalui website resmi kabupaten. 
2. Sosialisasi peraturan daerah hendak nya di lakukan secara 
bersama-sama oleh pihak pemerintah dan pihak DPRD dengan 
pertimbangan penghematan anggaran kegiatan yang tergolong 
cukup besar dan efisiensi waktu baik bagi  pemateri atau 
pembicara maupun masyarakat sebagai peserta sosialisasi. 
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3. Memaksimalkan Peran Dari Pejabat Pengumpul Informasi dan 
Dokumentasi guna memperlancar alur pertukaran Informasi antara 
pihak pemerintah dan Masyarakat, begitupun penyebaran terkait 
peraturan daerah. 
4. Masyarakat sebagai pihak yang di atur agar kiranya dapat lebih 
proaktif dalam mencari informasi terkait peraturan daerah yang ada 
sehingga memperkecil kemungkinan ketidak tahuan masyarakat 
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